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Mengingat 

BUPATT BANYUMAS 

PERATURAN BUPATI BANYUMAS 

NOMOR 0b TAHUN 2021 

TENTANG 

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BANYUMAS, 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 124 Peraturan 

Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 ten tang 

Pajak Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 

Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah 

Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 ten tang Pajak 

Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara 

Pemungutan Pajak Air Tanah; 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 

Pembentukan Daerah-daerah Ka bu paten 

Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; 

tentang 

Dalam 

3 . Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 

tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6573); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 



Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 

tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6573) ; 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata 

Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan 

Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4049); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis 

Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan 

Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 

153, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik 

Indonesia Nomor 51 79); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang 

Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 

244, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik 

Indonesia Nomor 5950); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 19 Tahun Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor Republik Indonesia Nomor 6322); 

9 . Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 54 Tahun 2018 

Tentang Perubahan Atas Peraturan Guben1ur Jawa Tengah 

Nomo 19 Tahun 2017 Tentang Pedoman Perhitungan Harga 

Dasar Air Untuk Menghitung Nilai Perolehan Air Tanah Di 

Kabupaten/ Kota Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah 

Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 54); 

10. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 

2011 Nomor 1 Seri E) sebagaimana telah beberapa kali 

diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten 

Banyumas Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan 

Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 

1 Tahun 2011 ten tang Pajak Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri B); 



MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANYUMAS TENTANG TATA CARA 

PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

3. Bupati adalah Bupati Banyumas. 

4. Badan Daerah/ Dinas Daerah adalah Badan Daerah/ Dinas Daerah yang 

mempunya i tugas melaksanakan urusan teknis operasional di bidang 

pendapatan daerah. 

5 . Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah adalah Kepala Badan Daerah/ Dinas 

Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan urusan teknis operasional di 

bidang pendapatan daerah. 

6 . Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib 

kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat 

memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan 

imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi 

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

7 . Pajak Air Tanah adalah pajak yang dikenakan atas pengambilan dan/ 

pemanfaatan air tanah. 

8. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan 

dibawah permukaan tanah. 

9. Nilai Perolehan Air Tanah yang selanjutnya disingkat NPA adalah besaran 

nilai air tanah dalam rupiah yang besarnya sama dengan volume air yang 

diambil dikalikan dengan Harga Dasar Air Ta nah. 

10. Harga Dasar Air Tanah yang selanjutnya disingkat HDA adalah harga air 

tanah persatuan volume yaitu Harga Air Baku (HAB) dikalikan Faktor Nilai 

Air Tanah (FNA) . 

11. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, 

pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban 

perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

perpajakan daerah. 



12. Sadan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan 

kesatuan, baik yang meJakukan usaha maupun yang tidak melakukan 

usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan 

lainnya, Sadan Usaha Milik Negara (SUMN), atau Sadan Usaha Milik 

Daerah (SUMO) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, 

koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi 

massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan 

bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk 

usaha tetap. 

13. Masa Pajak adalahjangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu 

lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan 

kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor 

dan melaporkan pajak yang teru tang. 

14. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, 

kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan 

tahun kalender. 

15. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, 

dalam masa pajak. dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan 

daerah. 

16. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan 

data obyek dan subyek pajak, penentuan besamya pajak yang terutang 

sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan 

penyetorannya. 

17. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti 

pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan 

menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas 

Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Supati. 

18. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah 

surat ketetapan pajak yang menentukan besamyajumlah pokok pajak yang 

terutang. 

19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN, 

adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah pokok pajak yang 

terutang sama besamya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak 

terutang dan tidak ada kredit pajak 

20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Sayar yang selanjutnya disingkat 

SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah 

pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok 



pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus 

dibayar. 

21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya 

disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan 

tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. 

22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat 

SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukanjumlah kelebihan 

pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak 

yang terutang atau seharusnya tidak terutang. 

23. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat 

untuk melakukan tagihan pajak dan/ atau sanksi administratif berupa 

bunga dan/ atau denda. 

24. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan 

kesalahan tulis, kesalahan hi tung dan/ a tau kekeliruan dalam penerapan 

ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan 

daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat 

Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah 

Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat 

Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat 

Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan. 

25. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan 

terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah 

Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, 

Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih 

Bayar atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang 

diajukan Wajib Pajak. 

26. Forcemajeur adalah suatu keadaan dimana seorang wajib pajak dibebaskan 

untuk tidak memenuhi kewajiban melakukan pembayaran pajak yang 

disebabkan oleh suatu kejadian yang terjadi diluar kemampuan manusia 

dan tidak dapat dihindarkan. 

27. Online adalah sambungan langsung antara subsistem satu dengan 

subsistem lainnya secara terintegrasi atau keadaan komputer yang 

terkoneksi atau terhubung ke jaringan internet sehingga apabila komputer 

sedang online bisa mengakses internet tersebut. 

28. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding 

terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak. 

29. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah 

data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan 

profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji 



kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau tujuan lain 

dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan 

perpajakan daerah. 

30. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian 

tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta 

mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana 

di bidang perpajakan daerah serta menemukan tersangkanya. 

BAB II 

NAMA, OBJEK PAJAK DAN SUBJEK PAJAK 

Pasal 2 

Atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah dipungut pajak dengan 

nama Pajak Air Tanah. 

Pasal 3 

(1) Objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air 

Tanah. 

(2) Dikecualikan dari objek Pajak Air Tanah adalah: 

a. pengambilan dan/ a tau pemanfaatan air tanah untuk keperluan dasar 

rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, serta 

peribadatan; 

b. Pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah oleh pemerintah, 

pemerintah provinsi dan pemerintah daerah. 

Pasal 4 

(1) Subjek Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau badan yang melakukan 

pengambilan dan/ atau pemanfaatan air tanah. 

(2) Wajib Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau badan yang melakukan 

pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. 

BAB III 

DASAR PENGENAAN, TARJF, DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK 

Pasal 5 

(1) Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah NPA. 

(2) NPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan 

Bupati yang mengatur NPA. 

Pasal 6 

Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 20°/o (dua puluh persen). 





Pasal 7 

Besaran pokok Pajak Air Tanah yang terutang dihitung dengan cara mengalikan 

tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan NPA sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 5. 

Pasal 8 

(1) Badan Daerah/Dinas Daerah memperoleh perhitungan NPA dari volume 

pengambilan air yang didapatkan dari pencatatan water meter. 

(2) Pencatatan water meter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 

oleh Badan Daerah/Dinas Daerah untuk selanjutnya diserahkan kepada 

gubernur untuk ditetapkan NPA paling lambat setiap tanggal 3 (tiga). 

(3) Objek pajak air tanah yang tidak menggunakan water meter nilai 

perhitungan NPA akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 

BAB IV 

TATA CARA PENETAPAN PAJAK AIR TANAH 

Pasal9 

(1) Atas dasar hasil penghitungan NPA S adan Daerah/Dinas Daerah 

menetapkan besarnya pajak terutang dengan menerbitkan SKPD Pajak Air 

Tanah. 

(2) SKPD Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan 

setiap bulan atau setiap masa pajak paling lambat tanggal 5 (lima). 

(3) SKPD Pajak Air Tanah sebagaimana d imaksud pada ayat (1) disampaikan 

kepada Wajib Pajak paling lambat setiap tanggal 7. 

Pasal 10 

(1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati 

atau Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah dapat menerbitkan: 

a. SKPDKB, jika berdasarkan hasil pemeriksaan, pajak yang terutang 

tidak atau kurang dibayar; 

b. SKPDKBT, jika ditemukan data baru dan/ a tau data yang semula 

belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang 

terutang; 

c. SKPDN, jika jumlah pajak yan g terutang sama besarnya dengan 

jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit 

pajak. 

(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a, dikenakan sanksi administratif berupa 

bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang 





atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh 

empat) bulan dihitung sejak saat terutang pajak. 

(3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikenakan sanksi administratif berupa 

kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak. 

(4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dikenakan apabila 

Wajib Pajak melaporkan sendiri kekurangan pajak yang terutang sebelum 

dilakukan tindakan pemeriksaan. 

(5) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat diterbitkan 

sebelum didahului dengan penerbitan SKPDKB sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2). 

(6) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diterbitkan lebih dari 

1 (satu) kali untuk masa pajak atau tahun pajak yang sama sepanjang 

ditemukan lagi data yang belum terungkap yang menyebabkan 

penambahan jumlah pajak terutang. 

Pasal 11 

Format SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD Pajak Air Tanah, sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Bupati ini. 

BAB IV 

MASA PAJAK, JATUH TEMPO DAN TATA CARA PEMBAYARAN 

Pasal 12 

Masa pajak Pajak Air Tanah adalah selama 1 (satu) bulan; 

Pasal 13 

Jatuh tempo SKPD Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat 

(1) adalah setiap tanggal 10 bulan berikutnya. 

Pasal 14 

(1) Wajib Pajak Air Tanah dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dengan 

cara membayar sendiri ke Bank yang ditunjuk oleh Bupati. 

(2) Pajak Air Tanah dipungut berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah 

(SKPD) yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. 

(3) Pajak Air Tanah yang terutang harus dilunasi paling lam bat sampai dengan 

tanggal jatuh tempo pembayaran sesuai dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT 

atau STPD Pajak Air Tanah. 





(4) Pajak terutang yang pada saat tanggal jatuh tempo belum dibayar atau 

kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan denda 

administrasi sebesar 2% (dua persen) perbulan, yang dihitung dari tanggal 

setelahjatuh tempo sampai dengan pembayaran untukjangka waktu paling 

lama 24 (dua puluh empat) bulan. 

Pasal 15 

Dalam hal tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak bertepatan 

dengan hari libur, pembayaran atau penyetoran pajak dapat dilakukan secara 

online. 

Pasa l 16 

Terhadap pemanfaatan air tanah yang dilakukan atas nama tanggungan badan 

atau beberapa badan maka orang atau badan, masing-masing a nggota atau 

masing-masing pengurus badan dianggap sebagai Wajib Pajak, dan bertanggung 

jawab renteng atas pembayaran pajaknya. 

Pasal 17 

Dalam rangka pelaksanaan pengawasan pembayaran Pajak Air Tanah, Bupati 

berwenang menghubungkan water meter dan/ a tau alat sejenisnya yang dimiliki 

oleh Wajib Pajak dengan sistem pengawasan perpajakan dalam jaringan sistem 

informasi Pemerintah Daerah secara online. 

Pasal 18 

Format SSPD Pajak Air Tanah tercantum dalam Lampira n II , yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

BAB VI 

TATA CARA PEMBETULAN DAN PEMBATALAN KETETAPAN 

PAJAK DAERAH 

Bagian Pertama 

Pembetulan 

Pasal 19 

(1) Atas dasar permohonan Wajib Pajak atau karenajabatannya, Kepala Sadan 

Daerah/ Dinas Daerah dapat membetulkan SKPD/SKPDKB/ SKPDKBT/ 

SKPDLB/ SKPDN yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis 

dan/ atau kesalahan hitung dan/ a tau kekeliruan penerapan ketentuan 

tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah. 

(2) Kesalahan tulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain kesalahan 

dalam penulisan nama, alamat, NPWPD, nomor surat ketetapan pajak, jenis 

pajak, tanggal jatuh tempo dan masa pajak dan/ a tau tahun pajak. 



(3) Kesalahan hitung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain 

kesalahan dalam penjumlahan dan/ a tau pengurangan dan/ atau perkalian 

dan/atau pembagian suatu bilangan. 

(4) Kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan 

perundang-undangan perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

antara lain kekeliruan dalam penerapan tarif atau kekeliruan penerapan 

sanksi administratif. 

Pasal20 

(1) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) 

harus memenuhi persyarata n sebagai berikut : 

a. 1 (satu) permohonan diajukan untuk 1 (satu) ketetapan pajak; 

b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai alasan yang 

mendukung permohonannya; 

c . permohonan disampaikan ke Sadan Daerah/ Dinas Daerah Kabupaten 

Sanyumas; 

d. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal 

surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus 

dilampiri dengan Surat Kuasa. 

(2) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalarn Pasa l 19 ayat (1) 

disampaikan secara tertulis kepada Kepala Sadan Daerah/ Dinas Daerah 

dengan dilampiri : 

a. fotokopi identitas Wajib Pajak atau fotokopi identitas kuasa Wajib 

Pajak dalam hal dikuasakan; 

b. dokumen pendukung lainnya. 

(3) Permohonan pembetulan diajukan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja 

sejak tanggal diterimanya surat ketetapan pajak, kecuali apabila Wajib 

Pajak dapat rnenunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat 

dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya. 

(4) Penyarnpaian perrnohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) dapat dilakukan: 

a. secara langsung; 

b. melalui pos atau jasa pengiriman tercatat;atau 

c. secara online melalui aplikasi perpajakan daerah. 

(5) Tanggal penerimaan surat yang dijadikan dasa r untuk memproses surat 

permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah: 

a. tanggal terima surat dari Wajib Pajak, dalam hal disampaikan secara 

langsung oleh Wajib Pajak pada petugas Tempat Pelayanan Sadan 

Daerah/ Dinas Daerah; 



b. tanggal terima dari pos atau jasa pengiriman tercatat, dalam hal surat 

permohonan disampaikan melalui pos atau jasa pengiriman 

tercatat;atau 

c. tanggal terima surat dari Wajib Pajak secara online, dalam hal 

disampaikan secara online melalui aplikasi perpajakan daerah. 

Pasal 21 

(1) Permohonan pembetulan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), dianggap bukan sebagai surat 

permohonan sehingga tidak dipertimbangkan. 

(2) Dalam hal permohonan pembetulan tidak dapat dipertimbangkan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan Daerah/ Dinas Oaerah 

dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal 

diterimanya surat perrnohonan harus mengembalikan permohonan kepada 

Wajib Pajak atau kuasanya disertai alasan yang mendasari. 

(3) Dalam hal permohonan pembetulan tidak dapat dipertimbangkan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Pajak masih dapat mengajukan 

permohonan kembali sepanjang me menuhi persyaratan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2). 

Pasal22 

(1) Setelah meneliti dan mempertimbangkan permohonan yang memenuhi 

persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), Kepala Badan 

Daerah/ Dinas Daerah harus memberi keputusan atas permohonan 

pembetulan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak 

tanggal surat permohonan pembetulan diterima. 

(2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah 

terlampaui, tetapi Kepala Badan Daerah/ Oinas Oaerah tidak memberi 

suatu keputusan, permohonan pembetulan dianggap dikabulkan dan 

Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah wajib menerbitkan surat keputusan 

pembetulan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak paling lama 30 (tiga 

puluh) hari kerja terhitung sejak berakhirnya jangka waktu 3 (tiga) hari 

kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

Pasal 23 

Oalam ha! tidak ada permohonan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 19 ayat (1) tetapi diketahui terdapat kesalahan tulis dan /atau 

kesalahan hi tung dan/ atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam 

peraturan perundang-undangan atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan 

SKPDN Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) yang 



diterbitkannya, Kepala Sadan Daerah/ Dinas Daerah menerbitkan surat 

keputusan untuk membetulkan kesalahan atau kekeliruan tersebut secara 

jabatan. 

Pasal24 

(1) Apabila keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 masih terjadi 

kesalahan tulis, kesalahan hi tung, dan/ a tau kekeliruan penerapan 

ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan Pajak Air Tanah, 

Kepala S adan Daerah/ Dinas Daerah dapat melakukan pembetulan lagi, 

baik atas permohonan Wajib Pajak maupun secara jabatan. 

(2) Permohonan pembetulan sebagaimana dimak sud pada ayat (1) harus 

m emenuhi persyaratan sebaga imana dimaksud d a lam Pasal 20. 

Pasal25 

Format Surat Permohonan Pembetulan S KPD, SKPDKS, SKPDKBT, SKPDLS dan 

SKPDN Pajak Air Tanah Tidak Dapat Dipertimbangkan, Format Keputusan 

tentang Pembetulan SKPD, SKPDKS, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN Pajak Air 

Tanah atas permintaan wajib pajak dan Keputusan tenta ng Pembetulan SKPD, 

SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan STPD Pajak Air Tana h secara jabatan, 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peratura n Bupati ini. 

Bagi an Ked ua 

Pembatalan 

Pasal 26 

Atas dasa r permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Kepala Badan 

Daerah / Dinas Daera h dapat membatalkan SKPD/SKPDKB/SKPDKBT/ 

SKPDN/ SKPDLB Pajak Air Tana h yang tida k benar atau seharusnya tidak 

diterbitkan. 

Pasa l27 

(1) Permohonan pembatalan sebagaimana dima ksud dalam Pasal 26 harus 

memenuhi persyaratan sebagai berikut: 

a . tidak diajukan kebera tan; 

b. diajukan keberatan, tetapi tidak dipertimbangkan; 

c . tidak sedang diajukan permohonan pengurangan/penghapusan 

sanksi administrasi; 

d. diajukan permohona n pengurangan atau penghapusan sanksi 

administrasi, tetapi dicabut oleh Wajib Pajak; 

e. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) surat ketetapan pajak; 

f. permohonan harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia; 





g. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak dan dalam hal 

surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, dilampiri 

dengan Surat Kuasa. 

h. memenuhi salah satu alasan yang disebabkan karena : 

1. Sudah tidak ada lagi aktifitas pengam bilan air tanah; 

2. mengalami penurunanan kualitas sehingga air tanah yang 

diambil tidak layak untuk dikonsumsi maupun untuk keperluan 

yang lain, seperti terjadi perubahan warna, berbau dan 

sebagainya sehingga tidak digunakan lagi; 

3. Usahanya tutup; 

4. Sebab-sebab lainnya. 

1. Dokumen pendukung lainnya. 

(2) Permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 

disampaian secara tertulis kepada Kepala Sadan Daerah/ Dinas Daerah 

dengan dilampiri: 

a. fotokopi identitas Wajib Pajak atau fotokopi identitas kuasa Wajib 

Pajak dalam hal dikuasakan; 

b. dokumen pendukung yang dapat menunjukkan bahwa surat 

ketetapan Pajak Air Tanah tidak benar atau seharusnya tidak 

diterbitkan sehingga dapat dibatalkan; 

c. dokumen pendukung lainnya. 

(3) Permohonan pembatalan diajukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak 

tanggal diterimanya surat ketetapan pajak, kecuali apabila Wajib Pajak 

dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi 

karena keadaan di luar kekuasaannya. 

(4) Penyampaian permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) dapat dilakukan: 

a. secara langsung; 

b. melalui pos atau jasa pengiriman tercatat; atau 

c. secara online melalui aplikasi perpajakan daerah. 

(5) Tanggal penerimaan surat yang dijadikan dasar untuk memproses surat 

permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah : 

a. tanggal terima surat dari Wajib Pajak, dalam hal disampaikan secara 

langsung oleh Wajib Pajak pada petugas Tempat Pelayanan Sadan 

Daerah/ Dinas Daerah; 

b. tangga1 terima pos atau jasa pengiriman tercatat, dalam hal surat 

permohonan disampaikan melalui pos atau jasa pengiriman 

tercatat;atau 





c. tanggal terima surat dari Wajib Pajak secara online, dalam hal 

disampaikan secara online melalui aplikasi perpajakan daerah. 

Pasal 28 

(1) Permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 27 ayat (1) dianggap bukan sebagai surat permohonan 

pembatalan sehingga tidak dapat dipertimbangkan. 

(2) Dalam hal permohonan pembatalan Surat Ketapan Pajak Air Tanah tidak 

dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala 

Badan Daerah/ Dinas Daerah dalam jangka waktu paling lam bat 7 (tujuh) 

hari kerja sejak tanggal diterimanya surat permohonan harus 

memberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari kepada 

Wajib Pajak atau kuasanya. 

(3) Dalam hal permohonan pembetulan tidak dapat dipertimbangkan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Pajak masih dapat mengajukan 

permohonan kembali sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2). 

Pasal 29 

(1) Setelah meneliti dan mempertimbangkan permohonan yang memenuhi 

persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), Kepala Badan 

Daerah/ Dinas Daerah atas nama Bupati memberikan keputusan dalam 

jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal 

diterimanya surat permohonan. 

(2) Apabila jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) telah terlampaui dan Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah 

tidak memberikan keputusan, permohonan dianggap diterima dan 

diterbitkan surat keputusan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak dalam 

jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak berakhirnya jangka 

waktu se bagaimana dimaksud pada ayat ( 1). 

Pasal 30 

Format Surat Permohonan Pembatalan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan 

SKPDN Pajak Air Tanah tidak dapat dipertimbangkan dan Format Keputusan 

tentang Pembatalan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN Pajak Air 

Tanah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 





BAB VII 

TATA CARA PENAGIHAN 

Pasal 31 

(1) Apabila sampai tanggal jatuh tempo pembayaran, masih ada Pajak Air 

Tanah yang terutang, Bidang yang mempunyai fungsi penagihan 

melakukan penagihan. 

(2) Penagihan pajak sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap 

pajak yang terutang dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat 

Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding. 

(3) Penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), dilakukan dengan 

terlebih dahulu memberikan Surat Teguran. 

(4) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memuat: 

a. nama Wajib Pajak; 

b. besar utang pajak; 

c. perintah untuk membayar; 

d. saat pelunasan utang pajak. 

(5) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan paling 

lama 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran pajak dan dalam 

jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah diterimanya Surat Teguran , Wajib 

Pajak harus melunasinya . 

Pasal 32 

(1) Penagihan pajak dapat dilakukan seketika dan sekaligus tanpa menunggu 

pembayaran apabila: 

a . Wajib Pajak atau Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia 

untuk selama-lamanya ; 

b . Wajib Pajak atau Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang 

dimiliki atau dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan 

kegiatan perusa haan atau pekerjaan yang dilakukan di Indonesia; 

c. terdapat tanda-tanda bahwa Wajib Pajak atau Penanggung Pajak akan 

membubarkan Sadan usahanya atau memindahkan perusahaan yang 

dimiliki atau dikuasainya atau melakukan perubahan daJam bentuk 

lain; 

d . Badan Usaha akan dibubarkan oleh negara; 

e. terjadi penyitaan atas barang Wajib Pajak atau Penanggung 

Pajak oleh pihak ke tiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan. 





(2) Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus, memuat: 

a. Nama Wajib Pajak; 

b. Besar utang Pajak; 

c. Perintah untuk membayar; 

d . Saat pelunasan utang Pajak. 

(3) Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus diterbitkan sebelum 

penerbitan Surat Paksa. 

(4) Pelaksanaan penagihan seketika dan sekaligus, dilaksanakan sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Pasal 33 

(1) Surat paksa berkepala kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN 

KETUHANAN YANG MAHA ESA" mempunyai kekuatan eksekutorial dan 

kedudukan hukum yang sama dengan keputusan pengadilan yang telah 

mempunyai kekuatan hukum tetap. 

(2) Surat Paksa sekurang-kurangnya harus memuat: 

a. Nama Wajib Pajak; 

b. Dasar Penagihan; 

c. Besarnya utang Pajak; 

d . Perintah untuk membayar. 

Pasal 34 

(1) Pajak yang terutang berdasarkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat 

Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding 

yang tidak atau kurang bayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat 

ditagih dengan Surat Paksa. 

(2) Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

Pasal 35 

(1) Surat Paksa diterbitkan apabila: 

a. Penanggung Pajak tidak melunasi utang Pajak dan kepadanya telah 

diterbitkan Surat Teguran atau surat lainya yang sejenis; 

b. Terhadap Penanggung Pajak telah dilaksanakan penagihan seketika 

dan sekaligus; atau 

c. Penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum 

dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran 

Pajak. 





(2) Surat teguran atau surat lain yang sejenis diterbitkan apabila Penanggung 

Pajak tidak melunasi utang paja.knya sampai dengan tanggal jatuh tempo 

pembayaran. 

Pasal 36 

( 1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayarkan tidak dilunasi dalam 

jangka waktu sebagaimana d.itentukan dalam Surat Teguran atau surat 

lain yang sejenis, diterbitkan dan ditagih dengan Surat Paksa. 

(2) Penerbitan Surat Paksa sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh 

Pejabat dan Juru Sita Pajak setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak 

tanggal diterima Surat Teguran atau surat lain yang sejenis. 

Pasal 37 

Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidal< dilunasi dalam jangka 

waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sesudah tanggal diterima Surat 

Paksa, Pejabat atau Juru Sita Pajak segera menerbitkan Surat Perintah 

Melaksanakan Penyitaan. 

Pasal 38 

Setelah dilakukan penyitaan dan Wajib Pajal< belum juga melunasi utang 

Paja.knya, paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak ta.nggal diterima Surat 

Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pejabat dan/atau Juru Sita Pajak 

mengajukan permintaan kepada Kantor Lelang Negara untuk melaksanakan 

lelang atas barang yang disita. 

Pasal 39 

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat 

pelaksanaan lelang, Juru Sita Pajak memberitahukan dengan segera secara 

tertulis kepada Wajib Pajak. 

Pasal 40 

Hasil pelaksanaan lelang lebih besar dari pada utang pajak dan biaya-biayayang 

sah, kelebihannya dikembalikan kepada Wajib Pajak. 

Pasal 41 

Format Surat Teguran, Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus dan 

Surat Paksa, tercantum dalam Lampiran V yang merupal<an bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 





BAB VIII 

TATA CARA PENERBITAN STPD 

Pasal 42 

Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah dapat menerbitkan STPD dalam hal: 

a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar; 

b. dari hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah 

tulis dan/ a tau salah hitung; 

c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda. 

Pasal 43 

Penerbitan STPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 setelah dilakukan 

penelitian terhadap data administrasi perpajakan. 

Pasal 44 

(1) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 42 huruf a dan huruf b, ditambah dengan sanksi 

administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk paling 

lama 24 (dua puluh empat) bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak 

atau berakhirnya Masa Pajak sarnpai dengan diter bitkannya STPD dan 

bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan. 

(2) Sanksi administrasi berupa denda dan/ atau bunga yang ditagih 

berdasarkan STPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf c 

termasuk sanksi administrasi berupa denda sebesar 50% (lima puluh 

persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (3) dan sebesar 100% 

(seratus persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (5) Peraturan 

Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten 

Banyumas Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Peraturan 

Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. 

Pasal 45 

(1) Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah dapat menerbitkan STPD untuk Masa 

Pajak, sebelum Wajib Pajak diberikan atau diterbitkan NPWPD dan/atau 

dikukuhkan sebagai Wajib Pajak, apabila diperoleh data dan/atau 

informasi yang menunjukkan adanya kewajiban perpajakan yang belum 

dipenuhi oleh Wajib Pajak. 

(2) Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah dapat menerbitkan STPD untuk Masa 

Pajak, setelah penghapusan NPWPD atau pencabutan Pengukuhan Wajib 



Pajak, apabila setelah penghapusan NPWPD atau pencabutan Pengukuhan 

Wajib Pajak diperoleh data dan/atau informasi yang menunjukkan adanya 

kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi oleh Wajib Pajak. 

(3) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) diterbitkan 

dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau 

berakhirnya Masa Pajak, kecuali terhadap Wajib Pajak dipidana karena 

melak:ukan tindak pidana di bidang perpajakan atau tindak pidana lainnya 

yang dapat mengakibatkan kerugian pada pendapatan negara berdasarkan 

Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. 

(4) STPD sebagaimana d imaksud pada ayat (2) diterbitkan dengan terlebih 

dahulu mengaktifkan kembali Nomor Pokok Wajib Pajak yang telah 

dihapus. 

Pasal46 

Format STPD, tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

BAB IX 

TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN 

PAJAK AIR TANAH 

Pasal 47 

(1) Atas dasar pemohonan Wajib Pajak , Bupati atau Kepala Badan Daerah/ 

Dinas Daerah dapat memberikan pengurangan,keringan, dan pembebasan 

terhadap ketetapan Pajak Air Tanah yang tidak benar atau tidak sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan Pajak Air Tanah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan: 

a. permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada 

Bupati atau Kepala Sadan Daerah/ Dinas Daerah, disertai dengan 

alasan dan bukti yang mendukung permohonan; 

b. surat permohonan pengurangan Paja k Air Tanah sek:urang-kurangnya 

memuat: 

1. nama dan alamat wajib pajak; 

2. jumlah utang Pajak Air Tanah yang dimohonkan pengurangan 

dan besarnya pengurangan. 

c . Surat permohonan keringanan pembayaran Pajak Air Tanah sekurang­

kurangnya memuat : 

1. nama dan alamat waj ib pajak; 



2. jumlah Utang Pajak Air Tanah yang dimohonkan pengangsuran, 

masa angsuran, dan besarnya angsuran; atau 

3. jumlah Utang Pajak Air Tanah yang dimohonkan penundaan 

pembayarannya dan jangka waktu penundaan; 

d. surat permohonan pembebasan Pajak Air Tanah sekurang-kurangnya 

memuat: 

1. nama dan alamat wajib pajak; 

2. jenis dan jumlah Air Tanah; 

3. alasan permohonan pembebasan Pajak Air Tanah. 

e. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak dan dalam hal 

surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, surat 

permohonan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa; 

f. satu surat permohonan untuk satu SKPD, SKPDB atau SKPDKST 

Pajak Air Tanah. 

g. Wajib pajak perseorangan dilampiri surat pernyataan sedang 

mengalami kesulitan keuangan yang diketahui oleh Lurah/ Kepala 

Desa setempat. 

h. wajib pajak badan melampirkan laporan keuangan yang telah diaudit 

oleh akuntan publik atau pernyataan usahanya sedang mengalami 

kesulitan keuangan untuk Usaha Micro dan Kecil. 

1. tidak memiliki tunggakan Pajak Pajak Air Tanah tahun-tahun 

sebelumnya; 

J. dilampiri fotokopi SKPD, SKPDKS atau SKPDKST Pajak Air Tanah 

yang dimohonkan pengangsuran, penundaan atau pembebasan. 

k. Pengajuan permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan 

Pajak Air Tanah diajukan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja 

sebelum jatuh tempo pembayaran, kecuali apabila Wajib Pajak atau 

kuasanya dapat menunjukkan bahwa batas waktu pengajuan tersebut 

tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya; 

(3) Surat permohonan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf 

c dapat dilakukan dengan cara angsuran dan/ a tau penundaan. 

Pasal48 

(1) Wajib Pajak yang mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 47 ayal (1) harus memberikan jaminan yang besarnya ditetapkan 

berdasarkan pertimbangan Kepala Sadan Daerah/ Dinas Daerah, kecuali 

Kepala Sadan Daerah/ Dinas Daerah menganggap tidak perlu. 



(2) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa garansi bank, 

surat/dokumen bukti kepemilikan barang bergerak, penanggungan utang 

oleh pihak ketiga, sertifikat tanah, dan/atau sertifikat deposito. 

Pasal 49 

(1) Setelah meneliti dan mempertimbangkan permohonan yang memenuhi 

persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2), Kepala Badan 

Daerah/ Dinas Daerah atas nama Bupati memberikan keputusan dalam 

jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal diterimanya 

surat permohonan. 

(2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima 

seluruhnya, menerima sebagian, atau menolak permohonan Wajib Pajak. 

(3) Apabila jangka waktu 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud pad a ayat 

( 1) telah terlampaui dan Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah tidak 

memberikan keputusan, permohonan dianggap diterima dan diterbitkan 

surat keputusan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak dalam jangka 

waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah jangka waktu 5 (lima) hari 

kerja tersebut berakhir. 

Pasal 50 

(1) Permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 47 ayat (2) dianggap bukan sebagai surat permohonan 

pengangsuran atau penundaan sehingga tidak dapat dipertimbangkan. 

(2) Dalam hal permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan Pajak 

Air Tanah tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) , Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah dalamjangka waktu paling lambat 

5 (lirna) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat permohonan harus 

memberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari kepada 

Wajib Pajak atau kuasanya. 

(3) Dalarn hal permohonan permohonan pengurangan, keringanan dan 

pembebasan Pajak Air Tanah tidak dapat dipertimbangkan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak masih dapat 

mengajukan permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan 

kembali sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 47 ayat (2). 

Pasal 51 

(1) Pengurangan Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat 

( 1), diberikan terhadap pokok pajak yang ditetapkan dalam SKPD, SKPDKB 

atau SKPDKBT. 





(2) Pengurangan Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 

diberikan kepada wajib pajak dengan mempertimbangkan kemampuan 

membayar wajib pajak. 

(3) Pengurangan Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diberikan pengurangan pajak paling banyak 30%. 

Pasal 52 

(1) Keringanan Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat 

(1) diberikan dalam bentuk angsuran atau penundaan pembayaran atas 

Pajak Air Tanah terutang dalam SK.PD, SKPDKB atau SKPDKBT. 

(2) Pemberian keringanan Pajak Air Tanah sebagaiamana dimaksud pada ayat 

(1) diberikan kepada wajib pajak dengan pertimbangan: 

a. kemampuan membayar wajib pajak karena Wajib Pajak tidak akan 

mampu memenuhi kewajiban pajak pada waktunya. 

b. wajib pajak yang baru memulai usahanya, khusus untuk usaha mikro 

dan kecil; 

(3) Angsuran pembayaran Pajak Air Tanah terutang sebagaimana dimaksud 

pada ayat ( 1) diberikan dengan ketentuan: 

a. jangka waktu pengangsuran paling lama 3 (tiga) kali sejak 

diterbitkannya surat keputusan persetujuan dengan pengangsuran 

paling banyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan; dan 

b. masa pengangsuran dimulai setelah tanggal jatuh tempo atas SK.PD, 

SKPDKB atau SKPDKBT yang dimintakan keringanan. 

(4) Penundaan atas pembayaran Utang Pajak Air Tanah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan, jangka waktu 

penundaan paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya surat 

keputusan. 

Pasal 53 

(1) Besarnya pembayaran angsuran atas Utang Pajak Air Tanah sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3), setiap angsuran besarannya disesuikan 

dengan kemampuan wajib pajak. 

(2) Besarnya pelunasan atas penundaan pembayaran Utang Pajak Air Tanah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (4) yaitu sebesar Utang Pajak 

Air Tanah yang ditunda pembayarannya. 

Pasal 54 

(1) Dalam hal permohonan Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda 

pembayaran Utang Pajak Air Tanah belum diterbitkan suatu keputusan, 





dan kepada Wajib Pajak dimaksud diterbitkan surat 

ketetapan/keputusan yang mengakibatkan kelebihan pembayaran 

dan/ a tau pemberian imbalan bunga, kelebihan pembayaran dan/ atau 

pemberian imbalan bunga tersebut terlebih dahulu harus diperhitungkan 

dengan Utang Pajak Air Tanah dimaksud sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan perpajakan. 

(2) Dalarn hal besamya kelebihan pembayaran pajak dan/atau pemberian 

imbalan bunga tidak mencukupi untuk melunasi Utang Pajak Air Tanah 

yang diajukan permohonan pengangsuran atau penundaan, jumlah Utang 

Pajak Air Tanah yang dipertimbangkan untuk diberikan keputusan 

pengangsuran atau penundaan adalah jumlah Utang Pajak Air Tanah 

setelah dikurangi dengan kelebihan pembayaran pajak dan/ atau 

pemberian imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

PasaJ 55 

(1) Dalam hal permohonan Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda 

pembayaran Utang Pajak Air Tanah sudah diterbitkan suatu keputusan, 

sedangkan kepada Wajib Pajak dimaksudjuga diterbitkan surat keputusan 

yang mengakibatkan kelebihan pembayaran dan/ a tau pemberian imbalan 

bunga, kelebihan pembayaran dan/atau pemberian imbalan bunga 

tersebut terlebih dahulu harus diperhitungkan dengan sisa Utang Pajak Air 

Tanah yang belum diangsur atau ditunda pembayarannya sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 

(2) Dalam hal besarnya kelebihan pembayaran pajak dan/atau pemberian 

imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi 

untuk melunasi sisa Utang Pajak Air Tanah yang telah 

diterbitkan keputusan pengangsuran, besarnya angsuran dan/atau masa 

angsuran dari sisa Utang Pajak Air Tanah tersebut harus ditetapkan 

kembali dengan ketentuan: 

a. besarnya angsuran dan denda administrasi setiap masa angsuran 

tidak lebih dari besamya angsuran dan denda administrasi yang telah 

ditetapkan dalam surat keputusan sebelumnya; dan 

b. masa angsuran paling lama sama dengan sisa masa angsuran yang 

telah ditetapkan dalam surat keputusan sebelumnya. 

(3) Dalam hal besarnya kelebihan pembayaran pajak dan/atau pemberian 

imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi 

untuk melunasi Utang Pajak Air Tanah yang ditunda, Wajib Pajak 

tetap berkewajiban melunasi Utang Pajak Air Tanah tersebut paling lama 

sesuai dengan jangka waktu penundaan. 





Pasal 56 

(1) Dalam hal diterbitkan suatu keputusan yang menyebabkan Utang Pajak Air 

Tanah menjadi lebih besar atau lebih kecil atas SK.PD, SKPDKB atau 

SKPDKBT Pajak Air Tanah yang telah diterbitkan keputusan 

pengangsuran pembayaran Utang Pajak Air Tanah, maka masa pajak dan 

besarnya angsuran dari saldo Utang Pajak Air Tanah ditetapkan kembali 

dengan keten tuan: 

a . besarnya angsuran dan denda administrasi setiap angsuran 

disesuaikan; dan 

b . masa angsuran paling lama sama dengan sisa masa angsuran yang 

telah disetujui. 

(2) Dalam hal diterbitkan suatu keputusan yang menyebabkan Utang Pajak Air 

Tanah menjadi lebih besar atau lebih keci1 atas SKPD, SKPDKB atau 

SKPDKBT Pajak Air Tanah, yang telah diterbitkan keputusan penundaan 

pembayaran Utang Pajak Air Tanah, Wajib Pajak tetap wajib melunasi 

Utang Pajak Air Tanah terse but sesuai dengan jangka waktu penundaan. 

Pasal 57 

(1) Penetapan kembali besarnya angsuran atau masa angsuran sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dilakukan dengan prosedur: 

a. Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah memberitahukan kepada Wajib 

Pajak atau kuasanya mengenai perubahan saldo Utang Pajak Air 

Tanah serta permintaan usulan perubahan pengangsuran; 

b. Wajib Pajak atau kuasanya harus menyampaikan usulan perubahan 

pengangsuran paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal 

pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf a ; 

c. Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah atas nama Bupati menerbitkan 

perubahan keputusan pengangsuran pembayaran Pajak Air Tanah 

berdasarkan usulan yang disampaikan oleh Wajib Pajak paling lama 

5 (lima) hari kerja sejak tanggal diterimanya usulan Wajib Pajak. 

(2) Dalam hal sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf b Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah tidak menerima usulan 

perubahan pengangsuran dari Wajib Pajak, Kepala Badan Daerah/ Dinas 

Daerah atas nama Bupati menerbitkan perubahan keputusan 

pengangsuran pembayaran Pajak Air Tanah secara jabatan dengan 

ketentuan: 

a. besarnya angsuran adalah saldo Utang Pajak Air Tanah dibagi dengan 

sisa masa angsuran; dan 





b. masa angsuran adalah sisa masa angsuran yang telah disetujui. 

Pasal 58 

( 1) Pemberian pembebasan Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 47 ayat (1) diberikan dalam bentuk pembebasan terhadap seluruh 

pajak terutang atau yang seharusnya terhutang dalam SKPD SKPD, 

SKPDKB atau SKPDKBT Pajak Air Tanah. 

(2) Pembebasan Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diberikan dengan pertimbangan wajib pajak sedang mengalami kesulitan 

keuangan karena bangkru t. 

Pasal 59 

(1) Dalam hal permohonan Wajib Pajak disetujui untuk mengangsur atau 

menunda pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1), 

terhadap Utang Pajak Air Tanah yang tercantum dalam SKPD, SKPDKB 

atau SKPDKBT Pajak Air Tanah yang belum dilunasi dikenai sanksi 

administrasi berupa denda administrasi sebesar 2% (dua persen) per bulan. 

(2) Denda administrasi yang timbul akibat pengangsuran atau penundaan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung berdasarkan saldo Utang 

Pajak Air Tanah. 

(3) Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditagih dengan 

menerbitkan STPD Pajak Air Tanah pada setiap tanggal jatuh tempo 

pengangsuran atau tanggal jatuh tempo penundaan. 

Pasal 60 

Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, pengurangan, pembetulan, 

banding, atau peninjauan kembali atas ketetapan atau keputusan terkait Utang 

Pajak Air Tanah yang telah diterbitkan keputusan pengangsuran atau 

penundaan pembayaran, keputusan pengangsuran atau penundaan tersebut 

tetap berlaku dan Wajib Pajak wajib melunasi sesuai dengan jangka waktu yang 

telah ditetapkan. 

Pasal 61 

Format Surat Permohonan Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan 

Pembayaran Pajak Air Tanah Tidak Dapat Dipertimbangkan, Format Keputusan 

tentang Pengurangan, Pengangsuran, Penundaan, Pembebasan Pajak Pajak Air 

Tanah, tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Bu pati ini. 





BABX 

TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN 

SANKS! ADMINISTRASI PAJAK AIR TANAH 

Pasal 62 

(1) Atas dasar permohonan Wajib Pajak, Bupati atau Kepala Badan Daerah/ 

Dinas Daerah dapat mengurangkan atau menghapuskan sanksi 

administrasi Pajak Air Tanah berupa bunga, denda, atau kenaikan pajak 

yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Hal-hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Wajib Pajak 

Orang Pribadi yang mengalami kesulitan keuangan atau Wajib Pajak Sadan 

yang mengalami kesulitan likuiditas. 

Pasa163 

(1) Permintaan pengurangan a tau penghapusan sanksi administrasi 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) harus memenuhi 

persyaratan sebagai berikut: 

a. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indones ia oleh Wajib Pajak atau 

Kuasanya kepada Bupati atau Kepala S adan Daerah/ Dinas Daerah; 

b. mengemukakan besarnya persentase pengurangan, banyaknya 

pengansuran, lamanya penundaan atau penghapusan) sanksi 

administrasi yang diminta disertai alasan yang jelas; 

c . melunasi pokok pajak yang dimintakan pengurangan, keringanan atau 

penghapusan sanksi administrasi; 

d. tidak memiliki tunggakan pajak tahun-tahun sebelumnya; 

(2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah bukti 

pendukung sebagai berikut: 

a. Wajib Pajak Orang Pribadi : 

1. fotokopi SKPD atau SKPDKB atau SKPDKST yan g dimintakan 

pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi; 

2. fotokopi bukti pelunasan pokok pajak yang dimintakan 

pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi; 

3 . fotokopi bukti pendukung lainnya. 

b. Wajib Pajak Badan : 

1. fotokopi SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT yang dimintakan 

pengurangan, keringanan atau penghapusan sanksi administrasi; 

2. fotokopi bukti pelunasan pokok paja k tahun yang dimintakan 

pengurangan, keringanan atau penghapusan sanksi administrasi; 





3. fotokopi laporan keuangan; dan 

4. fotokopi bukti pendukung lainnya. 

Pasal 64 

Permintaan pengurangan, keringanan atau penghapusan sanksi administrasi 

diajukan paling lama 6 (enam) hari kerja setelah pelunasan pokok pajak yang 

dimintakan pengurangan/penghapusan sanksi administrasi. 

Pasal 65 

(1) Setelah meneliti dan mempertimbangkan permohonan yang memenuhi 

persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, Kepala Badan 

Daerah/ Dinas Daerah atas nama Bupati memberikan keputusan dalam 

jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal diterimanya 

surat permohonan. 

(2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dapat berupa menerima 

seluruhnya, menerima sebagian, atau menolak permohonan Wajib Pajak. 

(3) Apabila jangka waktu 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 

( 1) telah terlampaui dan Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah tidak 

memberikan keputusan, permohonan dianggap diterima dan diterbitkan 

surat keputusan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak dalam jangka 

waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah jangka waktu 5 (lima) hari 

kerja tersebut berakhir. 

(4) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil 

pemeriksaan. 

Pasal 66 

(1) Bupati memberikan keputusan atas permintaan pengurangan atau 

penghapusan sanksi administrasi untuk pokok pajak lebih banyak dari 

Rp25.000.000,00 (dua puluh limajuta rupiah). 

(2) Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah memberikan keputusan atas 

permintaan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi untuk 

pokok pajak paling banyak sampai Rp25.000.000,00 (dua puluh Hrna juta 

rupiah). 

Pasal 67 

(1) Dalam hal pengajuan permintaan pengurangan atau penghapusan sanksi 

administrasi tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 63, Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah dapat meminta kepada 

Wajib Pajak untuk melengkapi kekurangan persyaratan dimaksud. 



(2) Untuk melengkapi kekurangan persyaratan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), Wajib Pajak harus melengkapi dalam jangka waktu paling lama 6 

(enam) hari kerja sejak pemberitahuan adanya kekuranagan persyaratan. 

(3) Permintaan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang 

tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dan 

telah melampaui waktu pengajuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, 

tidak dianggap sebagai surat permintaan sehingga tidak dipertimbangkan. 

Pasal 68 

Format Surat Permohonan Pengurangan/Penghapusan Sanksi Administrasi 

Pajak Air Tanah Tidak Dapat Dipertimbangkan, Format Keputusan tentang 

Pengangsuran/ Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Air Tanah , tercantum 

dalam Lam.piran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Bupati ini. 

BAB XI 

KEBERATAN DAN BANDING 

Bagian Pertama 

Keberatan 

Pasal 69 

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan keberatan kepada Bupati atau 

Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah atas ketetapan pajak dalam SKPDKB/ 

SKPDKBT / SKPDLB dan SKPDN Pajak Air Tanah. 

Pasal 70 

(1) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dalam hal : 

a . wajib Pajak berpendapat bahwa penerapanjenis Air Tanah tidak sesuai 

dengan yang diajukan dalam izin pemasangan Air Tanah; dan/ a tau 

b . terdapat perbedaan penaf siran terhadap peraturan perundang­

undangan yang mengatur tentang Pajak Air Tanah. 

(2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diajukan oleh 

wajib pajak atau kuasanya . 

Pasal 71 

(1) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 harus 

memenuhi persyaratan : 

a. satu surat keberatan untuk 1 (satu) SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, 

SKPDLB dan SKPDN Pajak Air Tanah; 



b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia; 

c. diajukan kepada Supati atau Kepala Sadan Daerah/ Dinas Daerah; 

d. dilampiri asli SKPD, SKPDKS, SKPDKBT, SKPDLS dan SKPDN Pajak 

Air Tanah yang diajukan keberatan; 

e. jumlah Pajak Air Tanah yang terutang menurut penghitungan Wajib 

Pajak disertai dengan alasan yang mendukung pengaJuan 

ke beratannya; 

f. diajukan dalam jangka waktu 6 (enam) hari sejak tanggal diterimanya 

SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLS dan SKPDN Pajak Air Tanah, 

kecuali apabila Wajib Pajak atau kuasanya dapat menunjukkan bahwa 

jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar 

kekuasaannya;dan 

g. surat keberatan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat 

keberatan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri 

dengan Surat Kuasa. 

(2) Tanggal penerimaan surat yang dijadikan dasar untuk memproses surat 

permohonan adalah : 

a. tanggal terima surat dari Wajib Pajak, dalam hal disampaikan secara 

langsung oleh Wajib Pajak kepada petugas Tempat Pelayanan Sadan 

Daerah/ Dinas Daerah; 

b. tanggal terima dari pos a tau jasa pengiriman tercatat, dalam hal surat 

permohonan disampaikan melalui pos atau jasa pengiriman 

tercatat;atau 

c. tanggal terima surat dari Wajib Pajak secara online, dalam hal 

disampaikan secara online melalui aplikasi perpajakan daerah. 

(3) Untuk memperkuat alasan pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf e, pengajuan keberatan disertai dengan: 

a. fotokopi identitas Wajib Pajak dan fotokopi identitas kuasa Wajib Pajak 

dalam hal dikuasakan; 

b. fotokopi bukti pendukung lainnya. 

Pasal 72 

Untuk keperluan pengajuan keberatan, Wajib Pajak dapat meminta keterangan 

mengenai dasar pengenaan dan/ a tau penghitungan Pajak Air Tanah yang 

terutang kepada Kepala Sadan Daerah/ Dinas Daerah. 

Pasal 73 

Pengajuan Keberatan tidak menunda kewajiban membayar Pajak Air Tanah yang 

terutang dan pelaksanaan penagihannya. 



Pasal 74 

(1) Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah atas nama Bupati berwenang 

memberikan keputusan atas pengajuan keberatan dalam hal Pajak Air 

Tanah sampai dengan Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). 

(2) Bupati berwenang memberikan keputusan atas pengajuan keberatan 

dalam hal Pajak Air Tanah yang terutang lebih dari Rp25.000.000,00 (dua 

puluh limajuta rupiah). 

Pasal 75 

(1) Setelah meneliti dan mempertimbangkan permohonan yang memenuhi 

persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1), Kepala Badan 

Daerah/ Dinas Daerah atas nama Bupati memberikan keputusa n dalam 

jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal diterimanya 

surat permohonan. 

(2) Apabila jangka waktu 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) telah terlampaui dan Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah tidak 

memberikan keputusan, permohonan dianggap diterima dan diterbitkan 

surat keputusan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak dalam jangka 

waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah jangka waktu 5 (lima) hari 

kerja tersebut berakhir. 

(3) Keputusan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa 

menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya 

jumlah Pajak Air Tanah yang terutang. 

Pasal 76 

(1) Dalam hal keputusan keberatan menyebabkan perubahan data dalam 

SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN Pajak Air Tanah, BADAN 

DAERAH/ DINAS DAERAH menerbitkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, 

SKPDLB dan SKPDN Pajak Air Tanah baru berdasarkan keputusan 

keberatan tan pa merubah saat jatuh tempo pembayaran. 

(2) SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN Pajak Air Tanah baru 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bisa diajukan keberatan. 

(3) Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 

ayat (1) atau 6 (enam) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Wajib 

Pajak dapat menyampaikan alasan tambahan atau penjelasan tertulis 

sepanjang surat keputusan keberatan belum diterbitkan. 



Pasal 77 

( 1) Pengajuan keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1), dianggap bukan sebagai surat Keberatan 

sehingga tidak dapat dipertimbangkan. 

(2) Dalam hal pengajuan keberatan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Kepala Sadan Daerah/ Dinas Daerah 

dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) hari kerja sejak tanggal 

penerimaan surat keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 1 ayat 

(2), harus memberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari 

kepada Wajib Pajak atau kuasanya. 

Pasal 78 

(1) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) ditetapkan 

berdasarkan hasil pemeriksaan di kantor dan apabila diperlukan dapat 

djJanjutkan dengan pemeriksaan di lapangan. 

(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan 

surat tugas dan hasilnya dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan. 

(3) Dalam ha1 dilakukan pemeriksaan di lapangan, serendah-rendahnya 

Kepala Bidang pada Badan Daerah/ Dinas Daerah yang mempunyai tugas 

dan fungsi menangani keberatan pajak daerah terlebih dahulu 

memberitahukan secara tertuhs waktu pelaksanaan pemeriksaan di 

lapangan kepada Wajib Pajak. 

Pasal 79 

Format Surat Permohonan Keberatan Pajak Air Tanah tidak dapat 

dipertimbangkan dan Format Keputusan tentang Persetujuan Keberatan atas 

SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN Pajak Air Tanah , tercantum 

dalam Lampiran IX, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Bupati ini. 

Bagian Kedua 

Banding 

Pasa1 80 

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada 

Pengadilan Pajak, terhadap keputusan mengenai keberatan yang 

ditetapkan oleh Bupati atau Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah. 

(2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara 

tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka 





waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat 

keputusan keberatan tersebut. 

(3) Pengajuan permohonan banding menangguhkan kewajiban membayar 

pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan 

Banding. 

BAB XII 

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK AIR TANAH 

Bagian Pertama 

Permohonan Pengembalian Atas Kelebihan Pembayaran Pajak Air Tanah 

Pasal 81 

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan 

pembayaran Pajak Air Tanah kepada Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah. 

(2) Permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang­

kurangnya memuat : 

a. Identitas Wajib Pajak atau kuasanya apabila dikuasakan 

b. Nama dan alamat Wajib Pajak atau kuasanya apabila dikuasakan 

c. NPWPD; 

d . Masa pajak dan tahun pajak; 

e. Perhitungan pajak yang terutang menurut Wajib Pajak; 

f. Besarnya jumlah kelebihan pembayaran pajak; dan 

g. Nomor Rekening Bank Wajib Pajak. 

(3) Permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri 

dokumen: 

a. fotokopi identitas Wajib Pajak atau fotokopi identitas kuasa Wajib 

Pajak dalam hal dikuasakan; 

b. fotokopi SKPD, S KPDLB, SKPDKBT, Keputusan Keberatan, Putusan 

Banding, Keputusan Peninjauan Kembali atau Keputusan 

Pembetulan. 

c. fotokopi SSPD untuk masa pajak yang menjadi dasar permohonan; 

d. Surat Kuasa (apabila dikuasakan); 

e. fotokopi buku bank apabila pembayaran dilakukan melalui transfer 

bank dengan memperlihatkan aslinya. 

(4) Permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan 

secara tertulis paling lama 12 (dua belas) bulan sejak saat timbulnya 

kelebihan pembayaran pajak. 



Pasal 82 

(1) Penyampaian permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 81 ayat (1) dapat dilakukan: 

a. secara langsung; 

b. melalui pos atau jasa pengiriman tercatat; atau 

c. secara online melalui aplikasi perpajakan daerah. 

(2) Tanggal penerimaan surat yang dijadikan dasar untuk memproses surat 

permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah: 

a. tanggal terima surat dari Wajib Pajak, dalam hal disampaikan secara 

langsung oleh Wajib Pajak pada petugas Tempat Pelayanan Sadan 

Daerah/ Dinas Daerah; 

b. tanggal terima dari pos atau jasa pengiriman tercatat, dalam hal surat 

permohonan disampaikan melalui pos atau jasa pengiriman 

tercatat;atau 

c. tanggal terima surat dari Wajib Pajak secara online, dalam hal 

disampaikan secara online melalui aplikasi perpajakan daerah. 

Pasal 83 

(1) Terhadap permohonan pengembalian yang memenuhi persyaratan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) dan ayat (3), Kepala Badan 

Daerah/ Dinas Daerah menindaklanjuti dengan pemeriksaan permohonan 

Wajib Pajak. 

(2) Permohonan pengembalian yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) dan ayat (3), dianggap bukan sebagai 

permohonan pengembalian, sehingga tidak dapat dipertimbangkan. 

(3) Dalam hal permohonan pengembalian tidak dapat dipertimbangkan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sadan Daerah/ Dinas Daerah 

dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal 

diterimanya surat permohonan harus mengembalikan permohonan kepada 

Wajib Pajak atau kuasanya disertai alasan yang mendasari. 

(4) Dalam hal permohonan pengembalian tidak dapat dipertimbangkan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Pajak masih dapat mengajukan 

permohonan kembali sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) dan ayat (3). 

Pasal84 

(1) Pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) 

berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang pemeriksaan 

pajak daerah. 



(2) Apabila hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), temyata 

jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada 

jumlah pajak yang terutang atau telah dilakukan pembayaran pajak yang 

tidak seharusnya terutang, selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan sejak 

surat permohonan diterima, Kepala Sadan Daerah/ Dinas Daerah 

menerbitkan SKPDLS. 

(3) Apabila setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

Kepala Sadan Daerah/ Dinas Daerah tidak memberi suatu keputusan, 

permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap 

dikabulkan dan SKPDLS harus diterbitkan dalam waktu selambat­

lambatnya 1 (satu) bulan setelah jangka waktu tersebut berakhir. 

(4) Apabila SKPDLB terlambat diterbitkan dalam jangka waktu sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2), maka kepada Wajib Pajak diberikan imbalan bunga 

sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung sejak berakhirnya jangka waktu 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan saat diterbitkan Surat 

Ketetapan Pajak Lebih Bayar. 

Pasal 85 

Untuk membayar pengembalian pajak atas SKPDLS sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 84 ayat (2), surat keputusan keberatan, putusan banding, surat 

keputusan pengurangan, atau putusan lain yang menyebabkan kelebihan 

pembayaran pajak, diterbitkan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan 

Pembayaran Pajak Daerah. 

Bagian Ked ua 

Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Pada Tahun Serjalan 

Pasal 86 

Berdasarkan SKPDLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) dan Surat 

Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 85, Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah 

menerbitkan SPM Pengembalian Pendapatan. 

Pasal 87 

(1) Berdasarkan SPM Pengembalian Pendapatan dari Kepala Badan Daerah/ 

Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86, Kuasa 

BUD menerbitkan SP2D. 

(2) Kuasa BUD menyampaikan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke 

Bank untuk dilakukan pemindahbukuan ke rekening Wajib Pajak dan 



menyampaikan tembusan SP2D kepada fungsi akuntansi SKPD pada 

Badan Daerah/ Dinas Daerah untuk dilakukan jumal koreksi. 

(3) Pengembalian kelebihan pembayaran diperhitungkan dari kode rekening 

objek pajak daerah yang bersangkutan. 

Bagian Ketiga 

Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Tahun Sebelumnya 

Pasal 88 

(1) Berdasarkan SKPDLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) dan 

Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 85, SKPKD memproses Keputusan Bupati tentang 

Penggunaan Anggaran Belanja Tidak Terduga untuk Pengembalian 

Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah tahun sebelumnya. 

(2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta berkas 

permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) dan ayat (3), 

disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran SKPKD untuk diproses lebih 

lanjut. 

Pasal 89 

(1) Berdasarkan berkas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 

ayat (2) dan ayat (3) Bendahara Pengeluaran SKPKD mengajukan SPP-LS 

kepada Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah. 

(2) Berdasarkan SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sadan 

Daerah/ Dinas Daerah selaku PPKD menerbitkan SPM-LS. 

(3) Berdasarkan SPM-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kuasa BUD 

menerbitkan SP2D. 

(4) Kuasa BUD menyampaikan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke 

Bank untuk dilakukan pemindahbukuan ke rekening Wajib Pajak dan 

menyampaikan tembusan SP2D kepada fungsi akuntansi SKPD pada 

Badan Daerah/ Dinas Daerah untuk dilakukan pencatatan jumal Belanja 

Tidak Terduga. 

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Daerah tahun sebelumnya 

dibebankan pada Belanja Tidak Terduga sesuru dengan ketentuan 

per a tu ran perundang-undangan. 

Pasal 90 

Format surat pengembalian permohonan, format Keputusan tentang Ketetapan 

Pajak Daerah Lebih Bayar Pajak Air Tanah dan Keputusan Pengembalian 

Kelebihan Pembayaran Pajak Air Tanah serta format SPP Pengembalian 



Pendapatan, SPM Pengembalian Pendapatan dan SP2D, tercantum dalam 

Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati 

ini. 

BAB XIII 

KEDALUWARSA PENAGIHAN 

Pasal 91 

(1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kedaluwarsa setelah melampaui 

jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila 

Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah. 

(2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

tertangguh apabila: 

a. diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa; atau 

b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun 

tidak langsung. 

(3) Dalam hal diterbitkannya Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak 

tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut: 

a. pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan 

masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada 

Pemerintah Daerah; 

b. pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran 

atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib 

Pajak. 

BAB XIV 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 92 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Banyumas 

Nomor 65 Tahun 2013 tentang Tata Cara Tata Cara Pemungutan Pajak Air 

Tanah Di Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 

2014 Nomor 65), dicabut dan dinyatakan tidal< berlaku. 



Pasal 93 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas. 

No,; ~:t .. ). Tt.: ! //,.RA' 

1. SE~OA j~ 

Ditetapkan di Putwokerto 

pada tanggal Q 1 NOV 2021 
BUPATI BANYUMAS 

2. ASM"ir-JU M t ---
3. ~- HUl'VMI 

:--ii----ti-

4. {~. B~~tjA '/ . ACHMAD HUSEIN 

\ 
Diundangkan di erto 
Pada Tanggal . . 

SEKRET •~WloEl.. • 

f e .!,h'J~ '\ , • 

NJP . 196.il OllG :.:. •a'· :.,,.J .:. 009 

BERITA nAEJWt KABUPAttN s~JmJ!W' rJ'.Ulf .t~?..t Noi:oR N~z t 
- -- ·- -- -- . __ ........ 



LAMPIRAN I 

PERATURAN BUPATI BANYUMAS 

NOMOR .. f ~ ...... TAHUN --~-~./.. 

TENTANG 

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK 
AIR TANAH 

A. FORMAT SKPD PAJAK AIR TANAH 

ii PEMERINTAH K.ABUPATEN BANYUMAS 

~ 
BADAN DAERAH/DINAS DAERAH 

SKPD 
(SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH) 

PAJAK AIR TANAH 
Nomor Masa Pajak 
Nama Wajib Tahun Pajak 
Pajak Tgl Jatuh Tempo 
Alamat Wajib Jumlah Sumur 
Pajak Volume 
NPWPD 
Peruntukan 
Air 

PERHITUNGAN PAJAK AIR TANAH 

Volume Volume Harga 
N ilai Perolehan Air Tan ah Progresif Pengambilan Dasar Air 

(Rp) (m2) (m2l (m2/Ro) 

Jumlah 
Pengenaan NPA 

Tarif Pajak 
Pajak Terutang 

Terbilang: 

PERHATIAN: Purwokerto, 
1. Pembayaran setelah Kepala Bidang ............. 

tanggal jatuh tempo Selaku Kuasa BUD 
dikenakan sanksi 
adminitrsasi 2% 
perbulan 

2. Pembayaran/ penyetoran 
dapat dilakukan pada: ..... .. ....... ............. ............................... 

NIP 



B. FORMAT SKPDKB PAJAK AIR TANAH 

iii) PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS 
1,11;._, 3:>~ BADAN DAERAH/DINAS DAERAH ---

SKPDKB 
(SURATKETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR) 

PAJAK AIR 'J'ANAH 

Nomor 
TanggaJ Penerbitan 
Tanggal Jatih Tempo : 

A. Berdasarkan Pe1·da Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Ka bu paten 
Banyumas Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten 
Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri B), telah d.ilakukan Pemeriksaan atau Keterangan Lain 
atas pelaksanaan kewajiban Wajib Pajak: 

Nama 
= I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 

NPWPD : I I I I I I I I I I I I I I 
Alamat 

; I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 

B. Berdasarkan pemeriksaan tersebut di atas, jurnlah yang masih harus dibayar adalah sebagai 
berikut: 

1. Pajak yang seharusnya terutang Rp ..................... 

2. Pajak yang telah dibayar Rp .................... 

3. Pajak yang kurang dibayar (1-2) Rp ..................... 

4. Sanksi administrasi Rp ..................... 

5. Pengurangan atau penghapusan sanksi 
Rp ..................... administratif 

6. Jumlah yang masih harus dibayar (3+4-5) Rp ..................... 
Dengan Huruf : 
( ................................... ...... ............................................................................. ) 

PERHATIAN: 

I. Pembayaran atas pajak terucang dilakukan pada Bank yang telah ditunjuk dengan mcnggunakan Surat Setoran Pajak 
Daerah (SSPD) 

2. Apabila SKPDKB ini tidak acau kurang dibayar setelah lewat jatuh tempo paling lama IO (sepuluh) hari sejak 
SKPDKB ini diterbitkao dikenakan sanksi administratifbcrupa bunga 2% (dua persen) per bulaa. 

Purwokerto, ...................... Tabun ......... 
Kepala Badan Daerah/Dinas Daerah 

Kabupatcn Banyumas, 

Nama ................................. 

NIP ................................ 



C. FORMAT SKPDKBT PAJAK AIR TANAH 

ti~ PEMERJNTAH KABUPATEN BANYUMAS 
BADAN DAERAH/DINAS DAERAH 

~ 

SKPDKBT 
(SURATKETETAPAN PAJAK DAERAH KURANO BAYAR TAMBAHAN) 

PAJAK AIR TANAH 

Nomor 
Tanggal Penerbitan 
Tanggal Jatih Tempo : 

A. Berdasarkan Perda Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peratu.ran Daerah Kabupaten 
Banyumas Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten 
Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas 
Tahun 2016 Nomor 1 Seri B), telah dilakukan Pemeriksaan atau Keterangan Lain atas 
pelaksanaan kewajiban Wajib Pajak : 

Nama 
= I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 

NPWPD 
= I I I I I I I I I I l I I J 

Alamat 

: I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
B. Berdasarkan pemeriksaan tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai 

berikut : 

1. Pajak yang seharusnya terutang Rp ..................... 

2. Pajak yang telah dibayar sesuai SKPD Rp .............. ...... 

3. Pajak yang telah dibayar sesuai SKPDKB Rp ........ .. .......... 

4. Pajak yang kurang dibayar {1 - (2+3)} Rp .... .. ... ...... .. . ... 

5. Sanksi administrasi Rp ........... . ......... 

6. Pengurangan atau penghapusan sanksi 
Rp ......... .. .......... administratif 

7 Jumlah yang masih harus dibayar (3+4-5) Rp ..... ... ........ ..... 
Dengan Huruf : 
( ........ ................... .. .. ............................................................................ ........... ) 

'PERHATIAN: 

l. Pembayaran atas pajak tcrutang dilakukan pada Bank yang telah dirunjuk dengan menggunakan Surat Sctoran Pajak 
Daerah (SSPD) 

2. Apabila SKPDKBT ini tidak acau kurang dibayar setelah lewat jatuh tempo paling lama IO (sepuluh) hari sejak 
SKPDKBT iai diterbitkan dikcnakan sanksi administratifberupa bunga 2% (dua pcrscn) per bulan. 

Ptlnvokerto, .............................. 
Kepala Badan Daerah/Dinas Daerah 

Kabupaten Banyumas, 

Nama ................................. 

NIP ................................ 



D. FORMAT STPD 

i~t PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS 
I !:,c. . • BADAN DAERAH/DINAS DAERAH 

-=-

(STPD) 
SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH 

Kepala Yth 

Nomor Sdr .............. . ............................... 
di 

............ ... ................................ 

A. Berdasarkan Perda Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten 
Banyumas Nomor 22 Tahun 2016 ten tang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten 
Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Ka bu paten 
Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri B), telah dilakukan Peme riksaan atau Keterangan Lain 
a tas pelaksanaan kewajiban Wajib Pajak: 

Nama 
= I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 

NPWPD 
= I I I I I I I I I I I I I I 

Ala.mat 

; I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
B. Berdasarkan pemeriksaan tersebut di atas, jumlah yang m asih harus dibayar adalah sebagai 

berikut : 

1. Pajak yang kurang dibayar sesua.i SKPD, 
Rp ... .. . .. ...... .. ... . . SKPDKB, SKPDKB'f"l'l 

2 . Sanksi administra si Rp ... . ..... .. . ......... 

3 . Jumlah yang harus dibayar (1 +2) Rp ............... .. . ... 
Dengan Huruf : 
( .. ....... ....... .... ... .. .. ..... ..... ......... .. .... .. ... .... ....... ......... ............. ......... .... ...... ... ... .. . ) 

PERHATIAN : 

1. 

2 . 

Pembayaran atas pajak teru.tang dilakukan pada Bank yang telah ditunjuk dengan 
m enggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) 

Pembayaran paling lamba t 10 (sepuluh) hari sejak STPD ini diterima, keterlam batan 
pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga 2% (dua persen) per bu.Ian. 

Purwokerto, ......................... .... ........ 
Kepala Badan Daerah/Dinas Daerah 

Kabupaten Banyumas/ Kepala Bidang 
... , 

Nama ................................. 
NIP. ································· 

No. JABA-;AN ,r,.\RAF 

J .1 ~t~Vl't 1 ~ 
BUPATI BANYUMAS, 

rf\\N\)M. 

(;'. ~~b· H 

7 'KA .{~A 

ACHMAD HUSEIN 



LAMPIRAN II 

PERATURAN BUPATI BANYUMAS 

NOMOR ........... .. TAHUN .......... . 

TENTANG 

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK 
AIR TANAH 

FORMAT SSPD PAJAK AIR TANAH 

NAMA WAJIB PAJAK 

NAMAUSAHA 

NPWPD 

ALAMAT 

NOTELEPON : I 

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS 
BADAN DAERAH/DINAS DAERAH 

SSPD 
(SURAT SETORAN PAJAK DAERAH) 

PAJAK AIR TANAH 

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I 

I I I I I I 11 I I 11 I I I I I I I I I I I 111 I 
I I I I I I I I I NO FAKS I I I I I I I I I I I I I I 

DASAR PEMBAYARAN PAJAK : □ SKPD NO : TANGGAL : 

□ SKPDKB NO: TANGGAL : 

□ SKPDKBT NO : TANGGAL: 

JUMLAH PEMBAYARAN KETERANGAN JUMLAH 
POKOK PAJAK Rp 
SANKSI/OEN0A/BUNGA Rp 
JUMLAH Rp 

TERBILANG 
: '-I -------------------------' 

BANK PENERIMA 

PERHATIAN : 
1. Harap diisi/ditulis dengan huruf BESAR/CET AK. 
2. Beri tanda ✓ pada □ yang tersedia untuk jawaban yang diberikan. 
3. Pembayaran/penyetoran paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah berakhirnya masa pajak. 
4. Pembayaran/penyetoran dapat dilakukan pada Bank yang ditunjuk oleh Bupati. 
5. B~amana diperlukan, formulir ini dapat diperbanyak sendiri. 

Purwokerto, 
Penyetor 

( ............................. ............... ... ....... . 

BUPATI BANYUMAS, 

ACHMAD HUSEIN 



LAMPIRAN III 

PERATURAN BUPATI BANYUMAS 

NOMOR ............. TAHUN ...... .... . 

TENTANG 

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK 
AIR TANAH 

A. FORMAT SURAT PERMOHONAN PEMBETULAN SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, 
SKPDLB, SKPDN PAJAK AIR TANAH TIDAK DAPAT DIPERTIMBANGKAN. 

Nomor 
Sifat 
Lampiran 
Perihal 

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS 
BADAN DAERAH/DINAS DAERAH 

Permohonan Pembetulan SKPD, 
SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, 
SKPDN*) Pajak Air Tanah tidak 
dapat dipertimbangkan. 

Purwokerto, ............... , .. . 

Kepada Yth 

di 

Sehubungan dengan Permohonan Pembetulan atas SKPD, 

SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN*) Pajak Air Tanah Nomor .... . . 

Tanggal .... yang Saudara ajukan melalui surat Nomor .... Tanggal .... , 

bersama ini disrunpaikan bahwa: 

1. Berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor ....... Tahun ... . 

tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah di Kabupaten 

Banyumas bahwa : 

a. setiap permohonan pembetulan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, 

SKPDLB, SKPDN*) Pajak Air Tanah harus memenui 

persyaratan sebagaimana cliatur dalam Pasal .... . 

b. Pasal ... ayat ... , menyatkan bahwa permohonan pembetulan 

SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN*) Pajak Air Tanah 

yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal ... dianggap bukan sebagai surat permohonan 

pembetulan, sehingga tidak dapat dipertimbangkan. 



Tembusan: 

2. Berdasarkan penelitian karni, permohonan Saudara tidak meme­

nuhi ketentuan Pasal .... Peraturan Bupati Nomor .... Tahun .... 

tersebut, yaitu: 

a ......................................... . 

b. ········································· 
c .................... . .................... . 

d .......................................... dst 

sehingga sesuai ketentuan Pasal . . . ayat . . . Peraturan Bupati 

Banyumas Nomor ...... Tahun ...... , maka permohonan Saudara 

tidak dapat dipertimbangkan, dan terlampir dikembalikan berkas 

permohonan dimaksud. 

Atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih. 

A.n. BUPATI BANYUMAS 

KEPALA BADAN DAERAH/DINAS DAERAH 
KABUPATEN BANYUMAS, 

NIP ................................ . 

1. Bupati Banyumas, sebgai laporan; 

2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas; 

3. Inspektur Kabupaten Banyumas; 

4. Arsip. 

*IPilih salah satu 



B. FORMAT KEPUTUSAN TENTANG PEMBETULAN SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, 
SKPDLB, SKPDN PAJAK AIR TANAH. 

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS 
BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH 

KEPUTUSAN 

KEPALA BADAN DAERAH/DINAS DAERAH 

NO MOR ........... Tahun .. .... .. 

TENTANG 

PEMBETULAN SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN*) PAJAK AIR TANAH 

Membaca 

Menimbang 

Mengingat 

NO MOR .... TANGGAL ...... . 

KEPALA BADAN DAERAH/DINAS DAERAH, 

surat permohonan pembetulan yang diajukan oleh Wajib Pajak 

/Kuasa dari Wajib Pajak*) ....... Nomor ..... . tanggal ...... atas SKPD, 

SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN*) Nomor ...... tanggal .... .. . 

Tahun Pajak .......... , yang diterima Badan Daerah/Dinas Daerah 

Kabupaten Banyumas berdasarkan tanda terima Nomor ........ . 

tanggal .............. ; 

a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Kantor/Lapangan*) yang 

dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor ... Tanggal .. 

permohonan pembetulan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, 

SKPDN*) Nomor ... ... ... Tanggal .. .. ...... dapat dikabulkan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 

huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan 

Daerah/Dinas Daerah tentang Pembetulan SKPD, SKPDKB, 

SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN*) Pajak Air Tanah; 

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Kabupaten Dal.am Ling.kungan Provinsi Jawa 

Tengah ; 

2. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2006 

tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Daerah. Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 14 Seri E); 

3 . Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 ten tang Pajak Daerah 

(Lembaran Daerah Ka bu paten Banyumas Tahun 2011 Nomor 1 

Seri E) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2016 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten 



Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri B) ; 

4. Peraturan Bupati Banyumas Nomor ... . Tahun ......... tentang Tata 

Cara Pemungutan Pajak Air Tanah di Kabupaten Banyumas. 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan: KEPUTUSAN KEPALA BADAN DAERAH/DINAS DAERAH TENTANG 

PEMBETULAN SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN*) PAJAK 

PERTAMA 

KEDUA 

KETIGA 

Tembusan: 

AIR TAN AH NOMOR ...... TANGGAL ...... . 

Menerima permohonan pembetulan terhadap SKPD, SKPDKB, 

SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN*) Pajak Air Tanah Nomor .... Tanggal ... , 

atas nama wajib pajak : 

Nama 

Alamat 

NPWPD 

Pembetulan sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, yaitu 

sebagai berik:ut : 

Semula 

Diperbaiki menjadi 

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan 

ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan 

akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya. 

Ditetapkan di Purwokerto 

Pada tanggal ................... . 

A.n. BUPATI BANYUMAS 

KEPALA BADAN DAERAH/DINAS DAERAH 

KABUPATEN BANYUMAS, 

NIP ................................ . 

1 . Bupati Banyumas, sebagai laporan; 

2 . Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas; 

3. Inspektur Kabupaten Banyumas; 

4 . Arsip. 

*) Pilih salah satu 



C. FORMAT KEPUTUSAN TENTANG PEMBETULAN SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, 
SKPDLB, SKPDN*) PAJAK AIR TANAH SECARA JABATAN 

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS 
BADAN DAERAH/DINAS DAERAH 

KEPUTUSAN 

KEPALA BADAN DAERAH/DINAS DAERAH 

NOMOR ........... Tahun ...... .. 

TENTANG 

PEMBETULAN SECARA JABATAN ATAS 

SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN*) NO MOR .... TANGGAL ...... . 

Menimbang 

Mengingat 

KEPALA BADAN DAERAH/DINAS DAERAH, 

a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Kan tor/ Lapangan *) 

terhadap SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN*) Pajak Air 

Tanah N omor .. .... Tanggal ...... yang dituangkan dalam La po ran 

Hasil Pemeriksaan Nomor . . . Tanggal . . ternyata terdapat 

kekeliruan karena adanya salah tulis, salah hitung, salah dalam 

menerapkan peraturan perundang-undangan*); 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 

huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan 

Daerah/Dinas Daerah tentang Pembetulan Secara Jabatan atas 

SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN*) Pajak Air Tanah 

Nomor ....... tanggal .......... ; 

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa 

Tengah; 

2. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2006 

tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 14 Seri E); 

3. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah 

(Lembaran Daerah Ka bu paten Banyumas Tahun 2011 Nomor 1 

Seri E) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2016 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten 

Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 ten tang Pajak Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri B); 



4. Peraturan Bupati Banyumas Nomor .... Tahun .. ....... tentang Tata 

Cara Pemungutan Pajak Air Tanah di Kabupaten Banyumas. 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan: KEPUTUSAN KEPALA BADAN DAERAH/DINAS DAERAH TENTANG 

PEMBETULAN SECARA JABATAN ATAS SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, 

PERTAMA 

KEDUA 

KETIGA 

Tembusan : 

SKPDLB, SKPDN*) PAJAK AIR TAN AH NO MOR ..... . TANGGAL ...... . 

Membetulkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN*) Nomor 

.... .. Tanggal ....... , atas nama wajib pajak : 

Nama 

Alamat 

NPWPD 

Pembetulan sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, yaitu 

sebagai berikut : 

Semula 

Diperbaiki menjadi 

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan 

ketentuan apabila dikemudian hari temyata terdapat kekeliruan 

akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya. 

Ditetapkan di Purwokerto 

Pada tanggal ........ ........... . 

A.n. BUPATI BANYUMAS 

KEPALA BADAN DAERAH/DINAS DAERAH 

KABUPATEN BANYUMAS, 

NIP . ..... ................. ... ...... . 

1. Bupati Banyumas, sebagai laporan; 

2 . Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas; 

3. lnspektur Kabupaten Banyumas; 

4. Arsip. 

*)Pilih salah satu 
BUPATI BANYUMAS, 

~ 
ACHMAD HUSEIN 



LAMPIRAN IV 

PERATURAN BUPATI BANYUMAS 

NOMOR: 

TENTANG 

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK 
AIR TANAH 

A. FORMAT SURAT PEMBATALAN SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN 
PAJAK AIR TANAH TIDAK DAPAT DIPERTIMBANGKAN. 

Nomor 
Sifat 
Lampiran 
Perihal 

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS 
BADAN DAERAH/DINAS DAERAH 

Perrnohonan Pembatalan SKPD, 
SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, 
SKPDN*) Pajak Air Tanah tidak 
dapat dipertimbangkan. 

--------

Purwokerto, .................. . 

Kepada Yth 

di 

Sehubungan dengan Permohonan Pembatalan atas SKPD, 

SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN*) Pajak Air Tanah Nomor ..... . 

Tanggal .... yang Saudara ajukan melalui surat nomor .... tanggal .... , 

bersama ini disampaikan bahwa: 

1. Berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor ....... Tahun .... 

tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah di Kabupaten 

Banyumas bahwa: 

a. setiap permohonan pembatalan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, 

SKPDLB, SKPDN*) Pajak Air Tanah harus memenui persyaratan 

sebagaimana diatur dalam Pasal ..... 

b. Pasal .. . ayat ... , menyatkan bahwa perrnohonan pembatalan 

SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN*) Pajak Air Tanah 

yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal ... dianggap bukan sebagai surat permohonan 

pembatalan, sehingga tidak dapat dipertimbangkan. 

2. Berdasarkan penelitian kami, permohonan Saudara tidak meme­

nuhi ketentuan Pasal .... Peraturan Bupati Nomor .... Tahun .... 

tersebut, yaitu: 



Tembusan: 

a.········································· 
b ......................................... . 

C. ········································ · 

d ....... ................................... dst 

sehingga sesuai ketentuan Pasal ... ayat ... Peraturan Bupati 

Banyumas Nomor ...... Tahun ...... , maka permohonan Saudara 

tidak dapat dipertimbangkan, dan terlampir dikembalikan berkas 

permohonan dimaksud. 

Atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih. 

A.n. BUPATI BANYUMAS 

KEPALA BADAN DAERAH/DINAS DAERAH 
KABUPATEN BANYUMAS, 

NIP ................... ............. . 

1. Bupati Banyumas, sebgai laporan; 

2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas; 

3. Inspektur Kabupaten Banyumas; 

4. Arsip. 

*lPilih salah satu 



B. FORMAT KEPUTUSAN TENTANG PEMBATALAN SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, 
SKPDLB DAN SKPDN PAJAK AIR TANAH 

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS 
BADAN DAERAH/DINAS DAERAH 

KEPUTUSAN 

KEPALA BADAN DAERAH/DINAS DAERAH 

NOMOR .............. TAHUN ............. . 

TENTANG 

PEMBATALAN SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN*) PAJAK AIR TANAH 

Membaca 

Menimbang 

Mengingal 

NOMOR ............. TANGGAL ............ . 

KEPALA BADAN DAERAH/DINAS DAERAH, 

surat permohonan pembatalan yang diajukan oleh Wajib Pajak/ 

Kuasa dari Wajib Pajak*) ..... Nomor ..... Tanggal ..... atas SKPD, 

SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN*) Pajak Air Tanah Nomor .... 

Tanggal .... yang diterima Badan Daerah/Dinas Daerah Kabupaten 

Banyumas berdasarkan tanda terima Nomor .... Tanggal .... : 

a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Kantor/Lapangan*) atas 

permohonan pembatalan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, 

SKPDN*) Pajak Air Tanah Nomor .... Tanggal .... yang dituangkan 

dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor ...... Tanggal ...... , dapat 
dikabulkan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 

huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan 

Daerah/Dinas Daerah tentang Pembatalan SKPD, SKPDKB, 

SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN*) Pajak Air Tanah Nomor .......... . 
Tanggal ............ ; 

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa 
Tengah; 

2. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2006 

tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 14 Seri E); 

3. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah 

(Lembaran Daerah Ka bu paten Banyumas Tahun 2011 Nomor 1 

Seri E) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2016 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten 



Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 ten tang Pajak Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri B) ; 

4. Peraturan Bupati Banyumas Nomor .... Tahun ......... ten tang Tata 

Cara Pemungutan Pajak Air Tanah di Kabupaten Banyumas. 

MEMUTUSKAN: 

Menelapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN DAERAH/DINAS DAERAH TENTANG 

PEMBATALAN SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN*) PAJAK 

AIR TAN AH NOMOR ..... TANGGAL ..... 
PERTAMA 

KEDUA 

KETIGA 

Tembusan: 

Mengabulkan permohonan pembatalan : 

a. Wajib Pajak: 

Nam.a 

NPWPD 

Alam.at 

b. SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN*) : 

Nomor 

Tanggal 

Sesuai dengan Diklum PERTAMA, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, 

SKPDLB, SKPDN*) Nomor ...... Tanggal ..... , dinyatakan tidak berlaku 

lagi; 

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan 

ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan 

akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya. 

Ditetapkan di Purwokerto 

Pada tanggal. ........................... . 

A.n. BUPATI BANYUMAS 

KEPALA BADAN DAERAH/DINAS DAERAH 

KABUPATEN BANYUMAS, 

................................................... 
NIP ............................................ . 

1. Bupati Banyumas, sebgai laporan; 

2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas; 

3. Inspektur Kabupaten Banyumas; 

4. Arsip. 

*) Pilih salah satu -7 
No. "'ABAT!~,\! fP:1RAf 
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BUPATI BANYUMAS, 

ACHMAD HUSEIN 



LAMPIRAN V 

PERATURAN BUPATI BANYUMAS 

NOMOR: 

TENTANG 

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK 
AIR TANAH 

A. FORMATSURATTEGURAN 

Nomor 
Sifat 
Lampiran 
Perihal 

Tembusan : 

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS 
SADAN DAERAH/DINAS DAERAH 

Purwokerto, .................. . 

Kepada Yth 

Teguran ....................... . di 

Menunjuk Surat Tagihan Nomor . . . . . . . tanggal . . . . . . . . . dan 
Keputusan Pengurangan, Pengangsuran, penundaan*) Nomor ....... . 
tanggal .......... , hingga saat ini Saudara belum melunasi tagihan utang 
dengan rincian sebagai berikut: 

a. Piutang Pajak Air Tanah : Rp ............................. . 
b . Sanksi adrninistrasi : Rp ............................. . 

Jumlah : Rp .... ......................... . 

Diminta kepada Saudara agar melunasi jumlah utang tersebut 
dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari setelah tanggal 
Surat Teguran ini. Bukti pelunasan agar disampaikan kepada Bidang 
Penagihan dan Pelayanan Badan Daerah/Dinas Daerah Kabupaten 
Banyumas. 

Tagihan utang Pajak Air Tanah yang tidak dibayar pada 
waktunya, kekurangan Pajak Air Tanah, dan / a tau sanksi administrasi 
berupa denda, akan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) 
sebulan dari jumlah tagihan yang terutang. 

A.n. Kepala Badan Daerah/Dinas Daerah 
Kabupaten Banyumas, Kepala Bidang ... , 

Nama ..................... ....... .. .. . 
NIP ...... ........... .......... ...... . 

1. Bupati Banyumas, sebagai laporan; 
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas; 
3. Inspektur Kabupaten Banyumas; 
4. Arsip. 
*) Pilih salah satu 



B. FORMAT SURAT PERINTAH PENAGIHAN SEKETIKA DAN SEKALIGUS 

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS 
BADAN DAERAH/DINAS DAERAH 

SURAT PERINTAH PENAGIHAN SEKETIKA DAN SEKALIGUS 

Nomor: ................. .. 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 

2011 tentang Pajak Daerah Pasal 95, dengan ini diperintahkan kepada: 

Nama 

NPWPD 

Alamat 

untuk melunasi sekaligus atas tagihan sejumlah Rp ..... .......... dengan rincian 

sebagai berikut : 

c. Piutang Pajak Air Tanah berdasarkan 

SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD*) : Rp ............................. . 

d. Sanksi administrasi : Rp ....................... ..... . . 

Jumlah :Rp ...... . ...................... . 

Pelunasan paling lam bat dilaksanakan pada tangga .. ..... .... pada Bank ..... . 

Tembusan: 

1. Bupati Banyumas, sebagai laporan; 

Ditetapkan di Purwokerto 

Pada tanggal ................... . 

A.n. BUPATI BANYUMAS 

KEPALA BADAN DAERAH/DINAS DAERAH 
KABUPATEN BANYUMAS, 

NIP ............. ........ ........... . 

2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas; 

3. Inspektur Kabupaten Banyumas; 

4. Arsip. 

*) Pilih salah satu 



C. FORMATSURATPAKSA 

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS 
BADAN DAERAH/DINAS DAERAH 

SURAT PAKSA 

Nomor: ................ .......... .. . 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

KEPALA BADAN DAERAH/DINAS DAERAH 

Menimbang bahwa Penanggung Pajak: 
Na.ma 
NPWPD 
Alamat 
menunggak utang Pajak Air Tanah sebagaimana tercantum dalam: 
1. SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD*) Nomor ......... Tanggal ............ , 
2. Surat Teguran nomor ................ ........ tanggal ............. .. ...... . 
dengan rincian utang sebagai berikut: 
a. Piutang Pajak Air Tanah berdasarkan 

SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD*) : Rp .......... .... ............... . 
b. Sanksi administrasi 

Jumlah Tagihan 

Dengan ini: 

: Rp ........ ..... .... .... ........ . 

: Rp ···· ·· · ··········· ···· ········ 

1. memerintahkan kepada Penanggung Pajak untuk melunasi seluruh tunggakan 
utang sebesar Rp .... ( ......... ) ditambah dengan biaya penagihan sebesar Rp .... . 
( ......... ), dalam waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam setelah tanggal Surat 
Paksa ini diberitahukan serta menyampaikan bukti pelunasan kepada Kepala 
Bidang Penagihan dan Pelayanan Badan Daerah/Dinas Daerah Kabupaten 
Banyumas; 

2. memerintahkan kepada Jurusita yang melaksanakan Surat Paksa ini atau 
Jurusita lain yang ditunjuk melanjutkan pelaksanaan Surat Paksa untuk 
melakukan penyitaan atas barang-barang milik Penanggung Pajak apabila dalam 
waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam setelah Surat Paksa ini diberitahukan 
tidak dipenuhi. 

Ditetapkan di Purwokerto 
Pada tanggal .. ......... ..... ... . 

KEPALA BADAN DAERAH/DINAS DAERAH 
KABUPATEN BANYUMAS, 

NIP ................................ . 
Tembusan: 
1. Bupati Banyumas, sebagai laporan; 
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas; 
3. Inspektur Kabupaten Ban)11!=m.;.;::ars..i..· _ _ _ 
4. Ar sip. r., ----1----·

1
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BUPATI BANYUMAS, 

ACHMAD HUSEIN 



FORMATSTPD 

Nomor 

LAMPIRAN VI 
PERATURAN BUPATI BANYUMAS 
NOMOR: 

TENTANG 

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK 
AIR TANAH 

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS 
BADAN DAERAH/DINAS DAERAH 

(STPD) 
SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH 

Kepala Yth 
Sdr ............................................. . 
di 

A. Berdasarkan Perda Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 ten tang Pajak Daerah, 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten 
Banyumas Nomor 22 Tahun 2016 ten tang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten 
Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri Bl, telah d.ilakukan Pemeriksaan atau Keterangan Lain 
atas pelaksanaan kewajiban Wajib Pajak : 

N ama : .--,.I 1----,-1----r-l --,--I -.--I ..--I 1,...........1--,-1--.-1 -.-I -r--1 ..--.I 1----,-1--.-1 -,-I -.--I ....---I ,---,I l____,...1----r-l --r--,1 I 

NPWPD 
= I I I I I I I I I I I I I I 

Alamat 

: I 1111 1111 1111 1 1 11111111 1 11 

B. Berdasarkan pemeriksaan tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai 
berikut: 

Pajak yang kurang dibayar sesuai SKPD, 
l. 

SKPDKB, SKPDKBT"') 
Rp .................... . 

2. Sanksi administrasi Rp ····················· 
3. Jumlah yang harus dibayar (1 +2) Rp .................... . 

Dengan Huruf : 
( .................... ............................................ ············· ······· ··· · .............................. ) 

PERHATIAN: 

3. Pembayaran atas pajak terutang dilakukan pada Bank yang telah ditunjuk dengan 
menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) 

4. Pembayaran paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak STPD ini diterima, keterlambatan 
pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga 2% (dua persen) per bulan. 

Putwokerto, . . . . . . . . .. . . .. . . .. . .. . . ............. . 
Kepala Badan Daerah/Dinas Daerah/Kepala Bidang, 

Nama ............................... .. 

NIP.·..:.:.;..; ··················· ····· ···· 

BUPATI BANYUMAS, 

~~---, 
ACHMAD HUSEIN 



LAMPIRAN VII 
PERATURAN BUPATI BANYUMAS 
NOMOR: 

TENTANG 

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK 
AIR TANAH 

A. FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PERMOHONAN PENGURANGAN, 
PENGANGSURAN, PENUNDAAN DAN PEMBEBASAN PAJAK AIR TANAH TIDAK 
DAPAT DIPERTIMBANGKAN. 

Nomor 
Sifat 
Lampiran 
Perihal 

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS 
BADAN DAERAH/DINAS DAERAH 

Pemberitahuan atas permohon­
an pengurangan, pengangsuran, 
penundaan, pembebasan*)Pajak 
Air Tanah tidak dapat dipertim­
bangkan. 

Purwokerto, .................. . 

Kepada Yth 

di 

Sehubungan dengan Permohonan pengurangan, pengangsuran, 

penundaan dan pembebasan*) Pajak Air Tanah yang Saudara ajukan 

melalui surat nomor ... ......... tanggal ........... , bersarna ini disampaikan 

bahwa: 

1. Berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor ....... Tahun 

tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah di Kabupaten 

Banyumas bahwa : 

a. Setiap permohonan pengurangan, pengangsuran, penundaan 

dan pembebasan*) harus memenui persyaratan sebagaimana 

diatur dalam Pasal ..... 

b. Pasal ... ayat ... , menyatkan bahwa permohonan yang tidak 

memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... 

dianggap bukan sebagai surat permohonan pengurangan, 

sehingga tidak dapat dipertimbangkan. 

2. Berdasarkan penelitian kami, permohonan Saudara tidak meme­

nuhi ketentuan Pasal .... Peraturan Bupati Nomor .... Tahun .... 

tersebut, yaitu: 

a.··········· ·· ················ ·········· ·· 



Tembusan: 

b. ····· ················ ···················· 

c .......................................... dst 

sehingga sesuai ketentuan Pasal ... ayat ... Peraturan Bupati 

Banyumas Nomor ...... Tahun ...... , maka permohonan Saudara 

tidak dapat dipertimbangkan, dan terlampir dikembalikan berkas 

permohonan dimaksud. 

3 . Saudara masih dapat mengajukan kembali permohonan 

pengurangan, dengan terlebih dahulu melengkapi persyaratan 

sebagaimana tersebut di atas sepanjang masih memenuhi jangka 

waktu . . . . . . hari kerja sebelum jatuh tempo pembayaran. 

Atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih. 

A.n. BUPATI BANYUMAS 

KEPALA BADAN DAERAH/DINAS DAERAH 
KABUPATEN BANYUMAS, 

NIP ................................ . 

1. Bupati Banyumas, sebgai la poran; 

2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas; 

3. Inspektur Kabupaten Banyumas; 

4. Arsip. 

*)Pilih salah satu 



B. FORMAT KEPUTUSAN TENTANG PENGURANGAN PAJAK AIR TANAH 

Membaca 

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS 
BADAN DAERAH/DINAS DAERAH 

KEPUTUSAN 

KEPALA BADAN DAERAH/DINAS DAERAH 

NOMOR ...... .. .... .. TAHUN ........... .. . 

TENTANG 

PERSETUJUAN PENGURANGAN PEMBA Y ARAN PAJAK AIR T ANAH 

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHA ESA 

KEPALA BADAN DAERAH/DINAS DAERAH, 

Surat permohonan ........ .... Nomor ........... Tanggal ......... perihal 

Permohonan Pengurangan Pajak Air Tanah; 

Menimbang a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan kantor /lapangan*) yang 

Mengingal 

dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan nomor ......... . 

tanggal ..... . , permohonan pengurangan pajak terutang dalam 

SKPD, SKPDKB, SKPDKBT*) Nomor ........ Tanggal ........ dapat 

dikabulkan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 

huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan 

Daerah/Dinas Daerah tentang Persetujuan Pengurangan Pajak Air 

Tanah; 

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa 

Tengah; 

2. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2006 

tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 14 Seri E) ; 

3. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 1 

Seri E) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2016 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten 

Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri B); 

4. Peraturan Bupati Banyumas Nomor .... Tahun ......... tentang Tata 

Cara Pemungutan Pajak Air Tanah di Kabupaten Banyumas. 



MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN DAERAH/DINAS DAERAH TENTANG 

PERSETUJUAN PENGURANGAN PEMBAYARAN PAJAK AIR TANAH*) . 

PERTAMA 

KEDUA 

KETJGA 

Mengabul.kan permohonan pengurangan Pajak Air Tanah terutang 

yang tercantum dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT*) Nomor ... 

Taanggal ..... sebesar ...... % (.persen) dari Pajak Air Tanah yang 

terutang. 

Besamya Pajak Air Tanah yang harus dibayar atas penetapan 

sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA adalah sebagai 

berikut: 

a. Pajak teru tang dalam 

SKPD /SKPDKB/SKPDKBT*) : Rp .. ............... ... . 

b. Besamya pengurangan ( ...... % X Rp ... .. . ) : Rp ................... . . 

c. Jumlah Pajak Air Tanah yang terutang 

Setalah pengurangan (a-b) : Rp ............ . ....... . 

( .... ............ .... ... ..... .... ... .. .......... ... ... .. ...... ...................... .. .... ... . ) . 

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan 

ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan 

akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya. 

Ditetapkan di Putwokerto 

Pada tanggal ............. ............. .. . 

A.n. BUPATI BANYUMAS 

KEPALA BADAN DAERAH/DINAS DAERAH 

KABUPATEN BANYUMAS, 

NIP . .... .. ... ...................... .... .. ...... . 

Temusan disampaikan kepada : 

1. Bupati Banyumas (sebagai laporan); 

2 . Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas; 

3. Inspektur Kabupaten Banyumas; 

4. Arsip. 

*) Pilih salah satu. 
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C. FORMAT KEPUTUSAN TENTANG PENGANGSURAN PEMBAYARAN PAJAK AIR 
TANAH 

Membaca 

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS 
BADAN DAERAH/DINAS DAERAH 

KEPUTUSAN 

KEPALA BADAN DAERAH/ ASET DAERAH 

NOMOR .............. TAHUN ............. . 

TENTANG 

PERSETUJUAN PENGANGSURAN PEMBA Y ARAN PAJAK AIR TAN AH 

DEN GAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

KEPALA BADAN DAERAH/DINAS DAERAH, 

Surat permohonan . . . . . . . . . . . . N omor . . . . . . Tanggal . . . . . . . . . perihal 

Permohonan Pengangsuran Pajak Air Tanah; 

Menimbang a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Kantor/ Lapangan*) yang 

Mengingal 

dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan nomor ......... . 

tanggal ......... , permohonan pengangsuran pembayaran pajak 

terutang dalarn SKPD, SKPDKB, SKPDKBT*) Pajak Air Tanah 

Nomor ..... Tanggal .... , dapat dikabulkan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 

huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan 

Daerah/Dinas Daerah tentang Pengurangan Pajak Air Tan.ah; 

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa 

Tengah; 

2. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2006 

tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 14 Seri E); 

3. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 1 

Seri E) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2016 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten 

Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 ten tang Pajak Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri B); 



4. Peraturan Bupati Banyumas Nomor .... Tahun ......... tentang Tata 

Cara Pemungutan Pajak Air Tanah di Kabupaten Banyumas. 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN DAERAH/DINAS DAERAH TENTANG 

PERSETUJUAN PENGANGSURAN PEMBAYARAN PAJAK AIR TANAH. 

PERTAMA 

KEDUA 

KETJGA 

Keempat 

Mengabulkan permohonan pengangsuran Pajak Air Tanah terutang 

yang tercantum dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKB'f"A") nomor .... tanggal 

.... sebanyak ........... kali. 

Sesuai dengan Diktum PERTAMA, kepada Wajib Pajak tersebut 

ditetapkan untuk mengangsur pembayaran Utang Pajak Air Tanah 

yang tercantum dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT*) Pajak Air Tanah 

sebesar Rp ......................... , dengan masing-masing angsuran, 

sebagai berikut : 

1. Angsuran Pertama sebesar 

2. Angsuran Kedua sebesar 

3. Angsuran Ketiga se besar 

Rp ................. . 

Rp ·················· 

Rp ·················· 

Selama masa angsuran dikenakan sanksi administrasi sebesar 2% 

setiap bulan yang dihitung dari sisa pajak terhutang. 

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan 

ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan 

akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya. 

Ditetapkan di Purwokerto 

Pada tanggal ............................ . 

A.n. BUPATI BANYUMAS 

KEPALA BADAN DAERAH/DINAS DAERAH 
KABUPATEN BANYUMAS, 

NIP ............................................ . 

Tembusan disampaikan kepada: 

1. Bupati Banyumas (sebagai laporan); 
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas; 
3. Inspektur Kabupaten Banyumas; 
4. Arsip. 

*) Pilih salah satu 



D. FORMAT KEPUTUSAN TENTANG PERSETUJUAN PENUNDAAN PEMBAYARAN 
PAJAK AIR TANAH. 

Membaca 

Menimbang 

Mengingal 

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS 
BADAN DAERAH/DINAS DAERAH 

KEPUTUSAN 

KEPALA BADAN DAERAH/DINAS DAERAH 

NO MOR .............. TAHUN ............. . 

TENTANG 

PERSETUJUAN PENUNDAAN PEMBA Y ARAN PAJAK AIR T ANAH 

DEN GAN RAHMA T TUHAN YANG MAHA ESA 

KEPALA BADAN DAERAH/DINAS DAERAH, 

Surat permohonan . . . . . . . . . . . . N omor . . . . . . Tanggal 

Permohonan Penundaan Pembayaran Pajak Air Tanah; 

perihal 

a . bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Kantor/Lapangan*) yang 

dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan nomor ......... . 

tanggal. .... , permohonan penundaan pembayaran pajak terhutang 

dal.am SKPD, SKPDKB, SKPDKBT Nomor ......... Tanggal .. ....... . 

dapat dikabulkan; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 

huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan 

Daerah/Dinas Daerah tentang Penundaan Pajak Air Tanah; 

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa 

Tengah ; 

2. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2006 

tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 14 Seri E); 

3. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 1 

Seri E) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2016 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten 



Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 ten tang Pajak Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri B) ; 

4. Peraturan Bupati Banyumas Nomor .... Tahun ... .... .. tentang Tata 

Cara Pemungutan Pajak Air Tanah di Kabupaten Banyumas. 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan KEPUTUSAN KEPALA BADAN DAERAH/DINAS DAERAH TENTANG 

PERSETUJUAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK AIR TANAH. 

PERTAMA 

KEDUA 

KETJGA 

KEEMPAT 

Mengabulkan permohonan penundaan pembayaran Pajak Air Tarrah 

terutang yang tercantum dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT*) nomor 

.............. tanggal .. . ......... selama ..... ( ...... ) bulan. 

Sesuai dengan Diktum PERTAMA, kepada Wajib Pajak tersebut 

ditetapkan untuk mengangsur pembayaran Utang Pajak Air Tanah 

yang tercantum dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKB'r') sebesar Rp ... ... , 

paling lambat tanggal ..... ... .. 

Selama masa penundaan dikenakan sanksi administrasi sebesar 2% 

setiap bulan yang dihitung dari sisa pajak terhutang. 

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan 

ketentuan apabila dikemudian hari temyata terdapat kekeliruan 

akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya. 

Di tetapkan di Purwokerto 

Pada tanggal ..... .... ... .......... .. .... . 

A.n. BUPATI BANYUMAS 

KEPALA BADAN DAERAH/DINAS DAERAH 
KABUPATEN BANYUMAS, 

NIP . ............. .. ............................ . 

Temusan disampaikan kepada : 

1. Bupati Banyumas (sebagai laporan); 
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas; 
3. Inspektur Kabupaten Banyumas; 
4. Arsip. 

*) Pilih salah satu 



E. FORMAT KEPUTUSAN TENTANG PEMBEBASAN PAJAK AIR TANAH 

Membaca 

Menimbang 

Mengingat 

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS 
BADAN DAERAH/DINAS DAERAH 

KEPUTUSAN 

KEPALA BADAN DAERAH/DINAS DAERAH 

NO MOR ........... Tahun ...... .. 

TENTANG 

PERSETUJUAN PEMBEBASAN PAJAK AIR TANAH 

DENG AN RAHMA T TUHAN YANG MAHA ESA 

KEPALA BADAN DAERAH/DINAS DAERAH, 

surat permohonan pembebasan Pajak Air Tanah yang diajukan oleh 

Wajib Pajak /Kuasa dari Wajib Pajak*) ............. Nomor ......... tanggal 

.......... atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT") Pajak Air Tanah Nomor .... 

tanggal .... , yang diterima Badan Daerah/Dinas Daerah Kabupaten 

Banyumas berdasarkan tanda terima Norn or ......... tanggal .............. ; 

a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Kantor/Lapangan*) yang 

dituangkan dalam Laporan Hasi1 Pemeriksaan Nomor ... Tangga1 .. 

permohonan pembebasan atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT*) Nomor 

.. .. .... Tanggal . . . . . .. . dapat dikabulkan; 

b . bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 

huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan 

Daerah/Dinas Daerah tentang Persetujuan Pembebasan atas 

SKPD, SKPDKB, SKPDKBT*) Pajak Air Tanah; 

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa 

Tengah ; 

2. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2006 

tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 14 Seri E) ; 

3. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 ten tang Pajak Daerah 

(Lembaran Daerah Ka bu paten Banyumas Tahun 2011 Nomor 1 

Seri E) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2016 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten 



Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri B); 

4. Peraturan Bupati Banyumas Nomor .... Tahun ...... ... tentang Tata 

Cara Pemungutan Pajak Air Tanah di Kabupaten Banyumas. 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN DAERAH/DINAS DAERAH TENTANG 

PERSETUJUAN PEMBEBASAN SKPD, SKPDKB, SKPDKBT") PAJAK 

PERTAMA 

KEDUA 

Tembusan: 

AIR TAN AH NO MOR ...... TANGGAL ...... . 

Mengabulkan Permohonan pembebasan Pajak Air Tanah 

Wajib Pajak 

- Nama 

- NPWPD 

- Alamat 

SKPD,SKPDKB,SKPDKBT") 

- Nomor 

- Tanggal 

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan 

ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan 

akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya. 

Ditetapkan d i Purwokerto 

Pada tanggal ................... . 

A.n. BUPATI BANYUMAS 

KEPALA BADAN DAERAH/DINAS DAERAH 

KABUPATEN BANYUMAS, 

NIP ................................ . 

1. Bupati Banyumas, sebagai laporan; 

2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas; 

3. Inspektur Kabupaten Banyumas; 

4. Arsip. 

*) Pilih salah satu 
BUPATI BANYUMAS, 

d¾ 
f -------

ACHMAD HUSEIN 



LAMPIRAN VIII 
PERATURAN BUPATI BANYUMAS 
NOMOR: 

TENTANG 

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK 
AIR TANAH 

A. FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PERMOHONAN PENGURANGAN, 
PENGANGSURAN, PENUNDAAN ATAU PEMBEBASAN PEMBAYARAN SANKS! 
ADMINISTRASI PAJAK AIR TANAH TIDAK DAPAT DIPERTIMBANGKAN. 

Nomor 
Sifat 
Lampiran 
Perihal 

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS 
BADAN DAERAH/DINAS DAERAH 

Pemberitahuan atas permohon­
an pengurangan, pengangsuran, 
penundaan atau pembebasan*) 
Sanksi Administrasi Pajak Air 
Tanah tidak dapat dipertim­
bangkan. 

Purwokerto, ................. .. 

Kepada Yth 

di 

Sehubungan dengan Permohonan Pengurangan, Pengangsuran, 

Penundaan atau Pembebasan*) Sanksi Administrasi Pajak Air Tanah 

yang Saudara ajukan melalui surat nomor ............ tanggal ........... , 

bersama ini disampaikan bahwa: 

1. Berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor ....... Tahun ... . 

tentang Tata Cara Pernungutan Pajak Air Tanah di Kabupaten 

Banyumas bahwa: 

a. setiap permohonan pengurangan, keringanan pengangsuran 

penundaan atau pembebasan*) sanksi administrasi harus 

memenui persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal ..... 

b. Pasal ... ayat ... , menyatkan bahwa permohonan yang tidak 

memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... 

dianggap bukan sebagai surat permohonan pengurangan, 

pengangsuran, penundaan atau pembebasan*) sanksi 

administrasi sehingga tidak dapat dipertimbangkan. 

2. Berdasarkan pemeriksaan kami, permohonan Saudara tidak 

memenuhi ketentuan Pasal ..... Peraturan Bupati Nomor ..... Tahun 
.... terse but, yaitu: 

a.·········································; 

b. ······ ······················· ·· ··········; 



Tembusan: 

c ............... ... ................ ......... dst 

sehingga sesuai ketentuan Pasal . . . ayat . . . Peraturan Bupati 

Banyumas Nomor ...... Tahun 2012, maka permohonan Saudara 

tidak dapat dipertimbangkan, dan terlampir dikembalikan berkas 

permohonan dimaksud. 

3. Saudara masih dapat mengajukan kembali permohonan 

pengurangan, pengangsuran, penundaan atau pembebasan*) 

pembayaran sanksi administrasi, dengan terlebih dahulu 

meJengkapi persyaratan sebagaimana tersebut di atas sepanjang 

masih memenuhi jangka waktu ...... hari kerja sebelum jatuh 
tempo pembayaran. 

Atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih. 

A.n. BUPATI BANYUMAS 

KEPALA BADAN DAERAH/DINAS DAERAH 

KABUPATEN BANYUMAS, 

···· ··· · ····· ··•··•·•··•·••·····•······ 10) 

............•............................ 11) 

NIP ............ ····················· 121 

1. Bupati Banyumas, sebgai laporan; 

2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas; 

3. Inspektur Kabupaten Banyumas; 

4. Arsip. 

*lPilih salah satu 



B. BENTUK KEPUTUSAN TENTANG PENGURANGAN SANKS! ADMINISTRASI PAJAK 
AIR TANAH 

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS 
BADAN DAERAH/DINAS DAERAH 

KEPUTUSAN 

KEPALA BADAN DAERAH /DINAS DAERAH 

NOMOR .............. TAHUN ............. . 

TENTANG 

PERSETUJUAN PENGURANGAN SANKS! ADMINISTRASI PAJAKAJR TANAH 

DEN GAN RAHMA T TUHAN YANG MAHA ESA 

Membaca 

Menimbang 

Mengingat 

KEPALA BADAN DAERAH/DINAS DAERAH, 

Surat permohonan ............ Nomor ...... Tanggal ......... perihal 

Permohonan Pengurangan Sanksi Administrasi Pajak Air Tanah; 

a . bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan kantor/lapangan*) yang 

dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan nomor ......... . 

tanggal ...... , atas permohonan pengurangan sanksi administrasi 

keterlambatan pembayaran Pajak Air Tanah atas SKPD, SKPDKB, 

SKPDKBT Nomor ...... Tanggal ...... , dapat dikabulkan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 

huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan 

Daerah/Dinas Daerah tentang Persetujuan Pengurangan Sanksi 

Administrasi Pajak Air Tanah; 

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa 

Tengah; 

2. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2006 

tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 14 Seri E); 

3. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 1 

Seri E) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2016 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten 

Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 ten tang Pajak Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri B) ; 

4. Peraturan Bupati Banyumas Nomor .... Tahun ......... ten tang Tata 

Cara Pemungutan Pajak Air Tanah di Kabupaten Banyumas. 



MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN DAERAH/DINAS DAERAH TENTANG 

PERSETUJUAN PENGURANGAN SANKS! ADMINISTRASI PAJAK AIR 

TANAH. 

PERTAMA 

KEDUA 

KETIGA 

Mengabul permohonan pengurangan sanksi administrasi atas 

keterlambatan pembayaran piutang Pajak Air Tanah yang tercantum 

dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT*) Nomor ...... Tahun Pajak ..... . 

sebesar ...... % ( ........... persen) dari besarnya sanksi administrasi. 

Besamya sanksi administrasi yang harus dibayar sebagaimana 

dimaksud pada Diktum PERTAMA adalah sebagai berikut: 

a. Besarnya Sanksi Administrasi *) Rp ................................ . 

b. Besarnya pengurangan 

( .. .... %X RpRp ................ . Rp ... ..... .......................... . 

c. Jurnlah Sanksi Administrasi yang masih 

harus di bayar (a-b) : Rp ...................................... . 

( ............................................................ ........ ................ ...... .................................. ). 

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan 

ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekelirnan 

akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya. 

Ditetapkan di Purwokerto 

Pada tanggal ....... .. ....... ......... .. . . 

A.n. BUPATI BANYUMAS 

KEPALA BADAN DAERAH/DINAS DAERAH 

KABUPATEN BANYUMAS, 

··················································· 
NIP ............................................ . 

Tembusan disampaikan kepada: 

1. Bupati Banyumas (sebagai laporan); 

2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas; 

3. Inspektur Kabupaten Banyumas; 

4. Arsip. 

*) Pilih salah satu. 



C. FORMAT KEPUTUSAN TENTANG PENGANGSURAN PEMBAYARAN SANKS! 
ADMINISTRASI PAJAK AIR TANAH 

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS 
BADAN DAERAH/DINAS DAERAH 

KEPUTUSAN 

KEPALA BADAN DAERAH/DINAS DAERAH 

NO MOR .............. TAHUN ............. . 

TENTANG 

PERSETUJUAN PENGANGSURAN PEMBAY ARAN SANKSI ADMINISTRASJ 

PAJAK AIR TANAH 

Membaca 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

KEPALA BADAN DAERAH/DINAS DAERAH, 

Surat permohonan . . . . . . . . . . . . Nomor . . . . . . Tanggal . . . . . . . . . perihal 

Permohonan Pengangsuran Pembayaran Sanksi Administrasi Pajak 

Air Tanah; 

a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Kantor/Lapangan*) yang 

dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan nomor . . . . . . tanggal 

..... , permohonan pengangsuran pembayaran sanksi ad-ministrasi 

keterlambatan pembayaran Pajak Air Tanah atas SKPD, SKPDKB, 

SKPDKBT1'") Nomor ..... Tanggal ..... , dapat dikabulkan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 

huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan 

Daerah/Dinas Daerah tentang Pengangsuran Sanksi Administrasi 

Pajak Air Tanah; 

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Kabupaten DaJam Lingkungan Provinsi Jawa 

Tengah; 

2. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2006 

tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 14 Seri E); 

3. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 1 

Seri E) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2016 



tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten 

Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri B) ; 

4. Peraturan Bupati Banyumas Nomor ... . Tahun .... tentang Tata 

Cara Pemungutan Pajak Air Tanah di Kabupaten Banyumas. 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN DAERAH/DINAS DAERAH TENTANG 

PERTAMA 

KEDUA 

KETlGA 

Keempat 

PERSETUJUAN PENGANGSURAN PEMBAYARAN SANKS! 

ADMINISTRASI PAJAK AIR TANAH. 

Mengabul permohonan pengangsuran pembayaran sanksi 

administrasi Pajak Air Tanah atas keterlambatan pembayaran Pajak 

yang tercantum dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT*) Pajak Air Tanah 

Nomor ...... Tanggal ...... , sebanyak ...... ( ..... ) kali. 

Sesuai dengan Diktum PERTAMA, kepada Wajib Pajak tersebut 

ditetapkan untuk mengangsur pembayaran sanksi administrasi 

Pajak Air Tanah atas keterlambatan pembayaran Pajak yang 

tercantum dalam SK.PD, SKPDKB, SKPDKBT*) Pajak Air Tanah 

sebesar Rp ....... , dengan masing-masing angsuran, sebagai berikut: 

1. Angsuran Pertama sebesar Rp ................. . 

2. Angsuran Kedua sebesar 

3. Angsuran Ketiga sebesar 
Rp ·················· 

Rp ·················· 
Selama masa angsuran dikenakan sanksi administrasi sebesar 2% 

setiap bulan yang dihitung dari sisa pajak terhutang. 

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan 

ketentuan apabila dikemudian hari temyata terdapat kekeliruan 

akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya. 

Ditetapkan di Purwokerto 

Pada tanggal ............................ . 

A.n. BUPATI BANYUMAS 

KEPALA BADAN DAERAH/DINAS DAERAH 

KABUPATEN BANYUMAS, 

NIP ..... .................................. ..... . 
Temusan disampaikan kepada : 

1. Bupati Banyumas (sebagai laporan); 

2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas; 

3. Inspektur Kabupaten Banyumas; 

4. Arsip. 

*) Pilih salah satu 



D. FORMAT KEPUTUSAN TENTANG PERSETUJUAN PENUNDAAN PEMBAYARAN 
SANKSI ADMINISTRASI PAJAK AIR TANAH. 

Membaca 

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS 
BADAN DAERAH/DINAS DAERAH 

KE PU TU SAN 

KEPALA BADAN DAERAH/DINAS DAERAH 

NO MOR .............. TAHUN ............. . 

TENTANG 

PERSETUJUAN PENUNDAAN PEMBA Y ARAN SANKSI ADMINTSTRASI 

PAJAK AIR TANAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

KEPALA BADAN DAERAH/DINAS DAERAH , 

Surat permohonan ............ Nomor ...... Tanggal ......... perihal 

Permohonan Penundaan Pembayaran Sanksi Administras Pajak Air 

Tanah; 

Menimbang a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Kantor/Lapangan*) yang 

Mengingal 

dituangkan dalarn Laporan Hasil Pemeriksaan nomor ......... . 

tanggal .......... , permohonan penundaan pembayaran sanksi 

administrasi atas keterlambatan pembayaran Pajak Air Tanah yang 

tercantum dalam SKPDKB, SKPDKBT*) Nomor ....... Tanggal ....... , 

dapat dikabulkan; 

2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 

huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan 

Daerah/Dinas Daerah tentang Penundaan Pembayaran Sanksi 

Administrasi Pajak Air Tanah; 

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa 

Tengah; 

2. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2006 

tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 14 Seri E); 

3. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 1 

Seri E) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2016 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten 



Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 ten tang Pajak Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri B); 

4. Peraturan Bupati Banyumas Nomor .... Tahun ......... tentang Tata 

Cara Pemungutan Pajak Air Tanah di Kabupaten Banyumas. 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN DAERAH/DINAS DAERAH TENTANG 

PERSETUJUAN PENUNDAAN PEMBAYARAN SANKSI ADMINISTRASI 

PAJAK AIR TANAH. 

PERTAMA 

KEDUA 

KETIGA 

KEEMPAT 

Mengabul permohonan penundaan pembayaran sanksi adrninistrasi 

atas keterlambatan pembayaran Pajak Air Tanah yang tercantum 

dalam SKPDKB, SKPDKBT") Nomor ......... Tanggal ......... , dapat 

dikabulkan selama ...... ( ..... ) bulan. 

Sesuai dengan Diktum PERTAMA, kepada Wajib Pajak tersebut 

ditetapkan untuk penundaan pembayaran sanksi administrasi atas 

keterlambatan pembayaran Pajak Air Tanah yang tercantum dalam 

SKPD, SKPDKB, SKPDKBT*) Nomor ..... Tanggal .... , sebesar Rp ..... , 

paling lam.bat tanggal ............. . 

Selama masa penundaan dikenakan sanksi administrasi sebesar 2% 

setiap bulan yang dihitung dari sisa pajak terhutang. 

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan 

ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan 

akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya. 

Ditetapkan di Purwokerto 

Pada tanggal ....... ..... ................ . 

A.n. BUPATI BANYUMAS 

KEPALA BADAN DAERAH/DINAS DAERAH 

KABUPATEN BANYUMAS, 

NIP ............................................ . 

Tembusan disampaikan kepada: 

1. Bupati Banyumas (sebagai laporan); 

2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas; 

3. Inspektur Kabupaten Banyumas; 

4. Arsip. 

*) Pilih salah satu. 

BUPATI BANYUMAS 

~----­
ACHMAD HUSEIN 



LAMPIRAN IX 

PERATURAN BUPATI BANYUMAS 

NOMOR: 

TENTANG 

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK 
AIR TANAH 

A. FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PERMOHONAN KEBERATAN PAJAK AIR 
TANAH TIDAK DAPAT DIPERTIMBANGKAN. 

Nomor 
Sifat 
Lampiran 
Perihal 

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS 
BADAN DAERAH/DINAS DAERAH 

Pemberitahuan atas permohon­
an keberatan Pajak Air Tanah 
tidak dapat dipertimbangkan. 

Purwokerto, .................. . 

Kepada Yth 

di 

Sehubungan dengan Permohonan keberatan Pajak Air Tanah 
yang Saudara ajukan melalui surat nomor . . . .. . .. . .. . tanggal ... ........ , 
bersama ini disampaikan bahwa: 

1. Berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor ....... Tahun ... . 

tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah di Kabupaten 
Banyumas bahwa : 

a. setiap permohonan keberatan harus memenui persyaratan 
sebagaimana diatur dalam Pasal ..... 

b. Pasal ... ayat ... , menyatkan bahwa permohonan yang tidak 

memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... 
dianggap bukan sebagai surat permohonan pengurangan, 

pengangsuran, penundaan atau pembebasan*) sanksi 
administrasi sehingga tidak dapat dipertimbangkan. 

2. Berdasarkan pemeriksaan kami, permohonan Saudara tidak 

memenuhi ketentuan Pasal ..... Peraturan Bupati Nomor ..... Tahun 
.... terse but, yaitu: 

a. ·········································; 

b. ································· ........ ; 
c ........................................... dst 

sehingga sesuai ketentuan Pasal ... ayat ... Peraturan Bupati 
Banyumas Nomor ...... Tahun 2012, maka permohonan Saudara 



Tembusan: 

tidak dapat dipertimbangkan, dan terlampir dikembalikan berkas 

permohonan dimaksud. 

3. Saudara masih dapat mengajukan kernbali permohonan 

keberatan, dengan terlebih dahulu melengkapi persyaratan 

sebagaimana tersebut di atas sepanjang masih memenuhi jangka 

waktu ...... hari kerja sebelum jatuh tempo pembayaran. 

Atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih. 

A.n. BUPATI BANYUMAS 

KEPALA BADAN DAERAH/DINAS DAERAH 

KABUPATEN BANYUMAS, 

.....•.•.•.•. ....... ......•••........•. 10) 

......... • .•••.••.............••.......•. 11) 

NIP. ································ l2) 

1. Bupati Banyumas, sebgai laporan; 

2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas; 

3. Inspektur Kabupaten Banyumas; 
4. Arsip. 

*) Pilih salah satu 



B. FORMAT KEPUTUSAN TENTANG PERSETUJUAN KEBERATAN ATAS SKPD, 
SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN PAJAK AIR TANAH, 

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS 
BADAN DAERAH/DINAS DAERAH 

KEPUTUSAN 

KEPALA BADAN DAERAH/DINAS DAERAH 

NO MOR ........... Tahun .. ..... . 

TENTANG 

PERSETUJUAN KEBERATAN ATAS SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN 

PAJAK AIR TANAH NO MOR .... TANGGAL ....... 

Membaca 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

KEPALA BADAN DAERAH/DINAS DAERAH, 

surat permohonan keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak/ Kuasa 

dari Wajib Pajak*) ............. Nomor ......... tanggaJ .......... atas SKPD, 

SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN*) Nomor .... tanggal .... , yang 

diterima Badan Daerah/Dinas Daerah Kabupaten Banyumas 

berdasarkan tanda terima Nomor ......... tanggal .............. ; 

a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Kantor/Lapangan*) yang 

dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor ... Tanggal .. 

permohonan keberatan atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, 

SKPDN*) Nomor ..... .. Tanggal . . . .. . . . dapat dikabulkan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 

huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan 

Daerah/Dinas Daerah tentang Persetujuan Keberatan atas SKPD, 

SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN*) Pajak Air Tanah; 

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Kabupaten DaJam Lingkungan Provinsi Jawa 

Tengah ; 

2 . Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2006 

tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 14 Seri E); 

3. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah 

(Lembaran Daera h Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 1 

Seri E) sebagaima.na telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2016 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten 



Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 ten tang Pajak Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri B); 

4. Peraturan Bupati Banyumas Nomor .... Tahun ......... tentang Tata 

Cara Pemungutan Pajak Air Tanah di Kabupaten Banyumas. 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN DAERAH/DINAS DAERAH TENTANG 

PERSETUJUAN KEBERATAN ATAS SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, 

PERTAMA 

KEDUA 

KETIGA 

Tembusan: 

SKPDLB, SKPDN*) PAJAK AIR TANAH NOMOR ...... TANGGAL ...... . 

Menerima perrnohonan keberatan atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, 

SKPDLB, SKPDN*) Nomor ...... Tanggal ...... , atas nama wajib pajak: 

Nama 

Alamat 

NPWPD 

Keberatan sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, yaitu 

sebagai berikut : 

Semula : 

Disetujui: 

Keputusan ini mulai berlalru pada tanggal ditetapkan, dengan 

ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan 

akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya. 

Ditetapkan di Purwokerto 

Pad a tanggal ................... . 

A.n. BUPATI BANYUMAS 

KEPALA BADAN DAERAH/DINAS DAERAH 

KABUPATEN BANYUMAS, 

NIP ................................ . 

1. Bupati Banyumas, sebagai laporan; 

2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas; 

3. Inspektur Kabupaten Banyumas; 

4. Arsip. 

*) Pilih salah satu 
BUPATI BANYUMAS, 

ACHMAD HUSEIN 



LAMPIRAN X 

PERATURAN BUPATI BANYUMAS 

NOMOR: 

TENTANG 

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK 
AIR TANAH 

A. BENTUK SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH LEBIH BAYAR PAJAK AIR TANAH. 

~Ill PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS 
BADAN DAERAH/DINAS DAERAH 

~ 

(SKPDLB) 
SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH LEBIH BAYAR 

PAJAK AIR TANAH 

Nomor 
Tanggal Penerbitan 
Tanggal Jatih Tempo : 

A. Berdasarkan Perda Kabupaten Banyumas Nornor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten 
Banyurnas Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten 
Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah {Lembaran Daerah Ka bu paten 
Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri Bl, telah dilakukan pemeriksaan atas pelak.sanaan 
kewajiban Wajib Pajak : 

Nama 
= I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 

NPWPD 
= I I I I I I I I I I I I I I 

Alamat 

: I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
B. Berdasarkan pemeriksaan tersebut di atas, jumlah kelebihan bayar adalah sebagai berikut: 

1. Pajak yang telah dibayar Rp 
2. Pajak yang seharusnya terutang Rp 

3. Pajak yang Jebih dibayar (1-2) Rp 
4. Sanksi administrasi Rp 

5. Pengurangan atau penghapusan sanksi 
Rp Administratif 

6. Jumlah kelebihan bayar (3-4+5) Rp 
Dengan Huruf : 

····················· ························ ·········· ············ ·········· ······ ··· ·········· ·················· ····· 

PERHATIAN: 
Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak dilakukan pada Kas Daerah dengan 
menggunakan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP). 

Purwokerto, ...... ....... ...... .. 
Kepala Badan Daerah/Dinas Daerah 

Kabupaten Banyumas, 

Nama ........................... 
NIP. ···························· 



B. KEPUTUSAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK AIR TANAH 

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS 
BADAN DAERAH/DINAS DAERAH 

KEPUTUSAN 

KEPALA BADAN DAERAH/DINAS DAERAH 

NOMOR ....... TAHUN ..... . 

TENTANG 

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK AIR TANAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

KEPALA BADAN DAERAH/DINAS DAERAH, 

Menimbang : bahwa berdasarkan SKPDLB Pajak Air Tanah Nomor 

Mengingat 

tanggal perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan 

Daerah/Dinas Daerah tentang Pengernbalian Kelebihan Pernbayaran 

Pajak Air Tanah; 

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa 

Tengah; 

2. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2006 

tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 14 Seri E); 

3. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 1 

Seri E) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2016 

tentang Perubahan Kedu a Atas Peraturan Daerah Kabupaten 

Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 ten tang Pajak Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri B); 

4. Peraturan Bupati Banyumas Nomor .... Tahun ......... tentang Tata 

Cara Pemungutan Pajak Air Tanah di Kabupaten Banyumas. 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan: KEPUTUSAN KEPALA BADAN DAERAH/DINAS DAERAH TENTANG 

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK AIR TANAH. 

KESATU Mengembalikan kelebihan pembayaran Pajak Air Tanah yang yang 

seharusnya tidak terutang kepada wajib pajak: 



Na.ma 

NPWPD 

Ala.mat 

KEDUA Sesuai dengan diktum PERTAMA, besarnya Pajak Air Tanah yang 

d.ikembalikan adalah sebesar Rp ................... ( ........ ....................... ) 

KETIGA Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan 

ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan 

akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya. 

Ditetapkan di Puiwokerto 
Pada tanggal ...................... . 

BUPATI BANYUMAS/ 
A.n. BUPATI BANYUMAS*l 

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada: 

1. Bupati Banyumas, sebagai laporan 

2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas 

3. Inspektur Ka bu paten Banyumas 

4. Wajib Pajak . 

5 . Arsip. 



C. FORMAT SPP PENGEMBALIAN PENDAPATAN 

KepadaYth. 

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS 
BADAN DAERAH/DlNAS DAERAH 

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN 

PENGEMBALIAN PENDAPATAN 

No. SPP 

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran 

SKPD ................................ . 

Di Tempat 

Bersama ini kami mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Pengembalian 
Pendapatan sebagai berikut: 

a. Tahun Anggaran diterimanya 
pendapatan 

b. Untuk Keperluan 

c. Nama Bendahara Pengeluaran ................................... . 

d. Jumlah Pembayaran yang diminta: Rp ........ ... .................... . 

( terbilang: ....................... ............... ) 

e. Penerima 

a. Na.ma 

b. No. Rekening Bank 

c. NamaBank 

f. Rencana Penggunaan: 

No. Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) 

x.xx.xx.xx.xxxxxxx .. ....... ....... 

Jumlah ....... 
Terbilang: ·· ··· ·········· ························· 

................ ....... ' ................. . 
Bendahara Pengeluaran, 

NIP ........................... . 



D. FORMAT SPM PENGEMBALIAN PENDAPATAN 

~ PEMERINTAH KABUPATEN BANYlJMAS 
_ _ .I.,,"'_,,. BADAN DAERAH/DINAS DAERAH 
~ 

SURAT PERINTAH MEMBAYAR LANGSUNG (LS) 
No. SPM : ·································· PENGEMBALIAN PENDAPATAN 

Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kabupalen Banyumas supaya menerbitkan SP2D 
pengembalian pendapatan tahun .............. kepada: 

SKPD : ······································································ 

Bendahara/Nama Penerima : ······································································ 
No. RekeningBank : ······················································· ·•············· 

Nama Bank : ······································································ 

NPWP : ················································· ·· ··················· 

Pembebanan Pada Kode Rekening: 

KodeRekening Uraian Jumlah (Rp) 

x.xx.xx.xx.xxxxxxx ......... . ...... 

Jumlah ....... 

Jumlah SPP Pen gem balian Pendapatan yang diminta : ······································································ 
( ..................................................................... ) 

Nomor dan tanggal SPP : ······································································ 

....................... , .................. 
Pengguna Anggaran, 

·································· 
NIP. ··························· 



E. FORMAT SP2D 

No. SPM 

Tanggal 

SKPD 

Bank 

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS 
BADAN DAERAH/DINAS DAERAH 

SURAT PERINTAH PENCAJRAN DANA 

Dari 

Nomor 

Tanggal 

TahunAnggaran 

Hendaklahmencairkan/ memindah bukukandaribakiRekeningN omor. ........................................... uangsebesa 

rRp ..... ........................... ( .............................................................. ) 

Kepada 

No. RekeningBank 

NamaBank 

KeperluanUntuk 

No. 

JumlahSP2D yang dibayarkan 

KodeRekening Uraian Jumlah (Rp) 

x.xx.xx.xx.xxxxxxx 

Jumlah 

Rp ........................ .. . .......................................... . 

Uangsejumlah ( ..................................................................... ) 

Lembar 1; Bank yang Ditunjuk 

Lcmbar 2: PenggunaAnggaran/KuasaPenggunaAnggaran 

Lcmbar 3: ArsipKuasa BUD 

Lembar 4: Bendahara/PihakKetiga* 

,---.,......-- .---,---, 
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....................... , ................. . 
KuasaBendaharaUmum Daerah 

NIP .......................... .. 

BUPATI BANYUMAS, 

ACHMAD HUSEIN 


